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RINGKASAN (SUMMARY)

Desa adalah organisasi pemeriniahan terkecil dan terendah di Indonesia yang
bersentuhan  langsung  dengan masyarakat, Posisinya  sebags  uung  tombak
pemerimahan pusal dan pemerintahan daeraly, dan schbagal penvambung aspiras
masyarakat untuk ditereskan ke pemerintzhan daerah dan pemerintahan pusat. Dengan
posisinya ini, desa memiliki peran strategis, untuk menyamparkan program-program
pemerintah negara dun pemerintah daerah kepads masyaraket. serta menyahurkan
kehendak masyerakat ke pemerintahan daerah dan pemerintshan negara uniuk

kemajuan negara,

Dhesa juga terdapat di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu adalah satu
kabupaten di Daerah Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kabupaten Indramayu beada di arah
timur laut Daeerah Provinsi Jawa Bamt, yang berjarak sekitar 180 km dari Daerah
khusus lbukota Jakarta. Letaknyva berada di pantad utara (Pantura) Jawa Barat yang
berbatasan dengan Kabupaten Subang (sebelah Barat), Kapupaten Sumedang i sebelah
selatan), Kabupaten Majalengka (sebelah sefatan), Kabupaten Cirebon (sebelah timur)

dan pantai utara laut Jawa (disebelah utara), dengan luas wilayah 2040, 11 ha.

Desa memiliki wewenang di bideng penyelenggaraan pemetintshan  desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. dan pemberdiayvaan
massvarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakal, hak asal vsul, dan sdat iQiadat
desa. Dalam rangkas menjalankan kewenangan di atas. pemerintah dess mempunyai
kewenangan mengatur segala urusan desa dengan peraturan tingkat desa. Menurut

Pasal 9 ULl No. & Tahun 2004 tentang Desa, pemerintahan desa dapal mengatur



urisan pemerintahannyva dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa dibentuk oleh hepala

Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPDY.

Pemerintahan dess di Kabupaten Indramayu tefah membeniok peraturn desa
Pembentukan peraturan  desa  memerpukan  kompetensi  dari pembentikny
Pembentukan peraturan desa di Kabupaten Indramaya masih mengalami kendala vang
berkaiten dengan kompetensi aparatur pemerintahan desa lentang peraturan desa
Kondisi ini menarik uniuk dilakukan penelitian mengenal kompelensi apdaratur
pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, Suatu permasaliahan
vang menarik untuk ditefiti adalah bagaimana kompetensi aparatur peme r'lfltulmrt desa
dalam pembentuan peraturan desa’” Kompetensi dimaksud mencakup dug aspek vaite

aspek pengetahuan hukum lentang pertauran pembentukan peraturan tingkat desa. dan

aspek kemampuan teknis menyusun peraturan tinghat desa.

Penelitian dilakukan secara empiris terhadap aparatur pemermishan desa di
kabupeten Indramaxyu. Sampel vang diteliti adalah apartur pemerimahan desa di Hgze
wilaynh kecamatan vaitu Kecamatan Lelea, Kecamatan Gabuswetan, dan Kecamatan
Cantar. Kecamatan Lelea ndalsh wilayah kecamatan yang lokasings dehat hota
sehingga sudah memiliki lebih bunyak unsur-unsur perkotaan dibandingkan dengan
kedun kecamatan lainnva, Keocamatan Gabuswetan adalah kecamman vang lokasi
wilayahnva mengandung unsur perkotaan  dan  pedesaan  hampir  berimbang.
Kecomatan  Gantar adalah  kecamatan  vang  memiliki wilavah  lebih banyak
mengandung unsur pedesaannya. Setiap Kecamatan diambil sampel fima I.I:L‘-.‘hi.ll. dlan
setiap desa diambil sampel 10 aparatur pemerintahan desa, Dengan demikian jumlah
responden yung menjadi sampel aparstur pemerintahan desa berjumlah 156 orang.
vang mengandung unsur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BP0)



Penelitian  ditujukan  unmiuk memperoleh  tingkat  Kompetensi - aparatur
pemerintaban desa dalam membentuk peraaturan desa. Ada dua aspek yang didata
yaitu sumber kompetensi dan tingkat kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam
membentuk  peraturan desa, Data sumber kompetensi adalsh sumber aparatur
pemerintahan memperoleh pengetahuan dan pengalaman membentukl peraturan desa.
Tinghkst kompetensi adalah tingkat kemampuan yang dimiliki aparatur pemerintahan

desa dalam membentuk peraturan desa.

Husil peneitian memperlihatkan aparatur pemerintahan desa paling banyak
mendapatkan kompetensi pengetahuan/pemahuman tentang pembentukaf 1:-.*:5ruran
desa dari pengalaman (prakiik) membentuk peraturan desa. Pemahaman: yang
diperaleh melalui pelatihanbursus’ bimbingan oleh instruktur/narasumber, browsing
internet. dan masukan dari teman/atasan juga cukup besar, Aparatur pemerintahan desa

sungat sedikit memperoleh kompetensi pengetshuan/pemahaman yang bersumber dari

hasil pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi,

Kepala desa besera perangkat desa perlu memiliki kompetensi membentuk
peraturan dess. Demikian juga Badun Permusyawaratan desa perfu memiliki
kompetensi membentuk peraturan desa. Kedua belah pihak memiliki wewenang
membentuk peraturan desa. mulai dar menyusun perencanaan pembuatan peraturan
dese, perancangan peraturan desa, pembahan bersama rancangan peraturan desa,
persetujuan bersama rancangan peraturan desi, pengesshan/penctapan rancangan
peraturan  desa menjadi  peraturan  desa,  pengundangan  peraturan desa, dan
penveharluasan peraturan desa. Karena ity kedus belah pihak perlu memiliki

kempetensi membentuk peraturan desa.



Berdasar data penelitian dan analisis hasil data penelitian dapat diambil

kesimpulan bahwa:

. Sangai sedikit aparatur pemerintshan desa vang mendapatkan sumber
kompetenst  pembentukan peraturan desa dan pendidikan  sekolah  atau
perguruan tinggi. Sebagian besar sumber Kompetensi aparatur pemerintahan
desa dibercleh dan intemet dan pengalaman praktik membentuk peraturan
desa. Aparatur pemerintahan desa melihat dan menin contoh-contoh peraturan
desa di internet, belajar secarn ouodidak melalui  internai dan prakiik
pembuatan peraturan desa, serta mengikuli Kebiasaan-kebinsaan pratik

pembentukan perstucan desa di desa.
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Secara umim atau garis besar, schagian hesar aparaiur pemarintahan desa
mamiliki kompetensi membantuk peraturan desa. Secara gradasi, tingkat
kemampuannya adalah sehagian besar pada ingkat cukup kompeten, sebagian
seddang berada pada tingkst kompeten, dan sebagian kecil berada pada tingkat
sangat kompeten,
Kompetensi - aparatur - pemerinahan desa di atas  belum  mencerminkan
kecermatan dan kebenaran kompetensi secara hukum dan ilmu pengetahuan. Karena
kompetensinya diperoleh melalui pengalaman prakiik dan belajar cutodidak. Karena
itu, aparstur pemerintahan desa masih perly diberikan pendidikan, pelatihan, ataw
pembimbingan 1eknis pembentukan peraturan desa sesuai dengan peraturan dan ilmu
pengetshuan yang benar. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumandgara
dapat melakukan kegiatan penelition dian/atau pengabdian kepada masyarakatl terhdap
aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu, agar kempelensi aparatur

pemerintahan  desa  sesual dengan  peraturan  perundang-undangan dan  ilme



pengetshuan vang benar, Jika hal ini danat dilakukan maka, sparatur pemerinthan
desa di Kabupaten Indramayu dapat dengan mudah dan benar membentuk peraturan

chesa,



KATA PENGANTAR

Puji svukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala hidayah dan
karunianya, sehingia peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini, Penelitian ini henudul
“SROMPETENS] APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBENTUK
PERATURAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU™, Judul ini menarik untuk
dilakukan penelitian, kerena selain peraturan desa mempunyai peran penting bagi
peRgaturan semua urusan pemerintahan desa, juga Karena aparatur pemerintaban desa di
Kabupaten Indramayvu masih mengslami kendala dalam membentuk peraturan desa,
Kongisi ini dapat mengkhawatirkan pelaksanaan wgas pemerintahan desa Gdak berjakun
sesuni pernturan perundang-undangan dan pencapaian tujuan-tujuan dess mengalami
kendaln. Korena itu penelitian ini menjedi penting unuk mengetahui tingkal kompetensi
aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa.

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan baik dan laporan hasil penelitian ini
dapat disusun deagan baik pule. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan oleh
pemerintahan desa untuk memperbaiki kendala kompetensi aparaiur pemerintahan desa
dan dapat digunakan oleh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Ta;umai:agﬂra
mengambdikan ilmu pengetahusnnya melalui program pengabdian Kepada masyvarakat,

schingga sparatur pemerintahan desa dapat meningkatkan  kompetensinya dalam
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membentuk peraturan dersa.
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ABSTRAK

Desa adalah satuan pemerintahan terkecil di dalam sistem Pemernintahan Negara [Republik
Indenesia, Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengunis urosan pemeriniahian
desa, Untuk it desa mempunyai wewenang membentuk peraturan desa. Peraturan desa
dibentuk oleh kepain desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, Meskipun demikian,
semua aparatur pemerintaban desa dapat terlibat dalam pembentukan persturan desa,
Pemmbentukan  peraturan  desa kerap  mengalami kendala kompetensi aparatur
pemerinahan desa, sehimgza peneliti perlu meneliti kompetensi apuratur pemenintahan
desa dalam membentuk peraturan desa. Hasil penelitian menyimpulkan aparatur
pemerintaban desa memilikl “cukup kompetensi™ uniik membentuk pepaturan desa.
Kompetensi tersebut diperoleh melalui belajar outodidak dan kehiasaan  prakiik
membentuk peraturan desa. Kompetensi aparatur pemerintshan desa tersebut helum
mengeerminkan kompetensi vang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 1lmu
pengetabuan yang benar. Karena itu para ahli hukom perfu memberikan pelatihan, kursus,
atau bimbingan teknis tentang pembentukan peraturan desa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan ilmu pengetahuan yang benar kepada aparatur pemerintahan

desa,

Kata Kunci: Aparatur Pemerintaban Desa, Pembentukan Peraturan Lesa, Foompetensi

ABSTRACT

The village is the smallest administrative unit in the svstem of the Government of the
Republic of Indonesia. Villages have the aulonomy o organize and manage village
government affaies. For this reason the village has the authority 10 form village
regulations. Village regulations are formed by the village head wgether with the Village
Consultative Body. Nevertheless, all village government apparatus can be invalved in the
formation of village regulations. The  establishment of village regulations often

experiences the constraints of the competence of village povernment ofTicials, so

i



researchers need to examine the competency of village government officials in shaping
village regulations. The results of the study concluded that village government oflicials
had “sulTicient competence” to form village regulations. These competencics are gained
through leaming out-of-the-box and habitual practices of forming village regulations. The
competency of the village government apparatus does not reflect the competencies in
secordance with the laws and repulations and the right science, Therefore legal experts
need to provide training, courses. or technical guidance on the establishment of village
regulations in accordance with legislation and the right knowledpe to village government

afficials,

Key sald: Village Gowernment Apparatus, Formation of Village Regulations, Compelencies.
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BAR 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Indonesia odalah negary yung berdasarkan atas hukum [Pasal | ayat [3)
Undang-Undang Daar 1945, disingkat [TUT) 1943] Konsckuensinya adalah scpala
berbuatan harus didasarkan pada hukum yang berlaku, Menurut Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenatukan Peraturan Perundang-undangan, jenis
hukum tertulis yang disebut peraturan perundang-undangan meliputi Undang-
Undang Dasar Tahun 1943 hingga Peraturan Desa, Ini menunjukan  bahwa
pengaturan dan pengelolaan kehidupan bernegara, dari tingkut pusat sampal dengan
tingkat desa, perlu dintur secara hukum,

Menurut Pasal 18 UUD 1945 wilavah negara dibagi sias daerab-dacrah
provinsi. Daerah provinsi dibagi atas dacrah kabupaten dan dacrah kota, Setinp
kabupaten atau kota dibagi lagi atas wilayah kecamatan. Wilayah Kecamatan dibag
lagi atas kelurahan dan desa. Setiap Daerah Provinsi memeliki pemerintaha provinsi
vang dikepalai oleh Gubernur, daerah kabupaten memiliki pemerintahan kabupaten
vang dikepalai oleh Bupati. Daerah kota mempunyai pemerintshan kota yang
dikepalai oleh Walikota, Wilayah kecamatan memiliki pemerintahan kecamatan
vang dikepalai oleh Camat. Desa dan kelurahan menuiliki pemerintahan desa dan
kelurahan vang masmg-masing dikepalm oleh Lurah atau kepaln Desa,

Desa atau  kelurahan  adalah  swatu kesatuan  wilayah  vang  memnliki

pemerintahan 1erendah. Desa dan kelurnhan memiliki kedudukan yang sederajat,



artinya tidak ada vang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Perbedaannya adalah
terletak pada karskter pemerintahan desa memiliki karakter vang masih kuat dengan
pola kehidupan radisional dan merupakan pemerintahan otonom terkecil atau
terendah di wilayah pedesaan. Kelurahan memiliki karakter masyarakat dengan pola
hidup perkotaan atau modern, dan juga merupakan pemerintahan otonom terkecil
atau terendah di wilayah perkotaan.

Pengamran desa tidak dinyatakan secara tegas di dalam UUD 1945, tetapi
diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, Pada mulanya,
desa diatur di dalam Undang-undang Nomaor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan &
Dacrah (disingkat UU No. 5 tahun 1974). Berdasarkan UL tersebut, desa diatur lebih
lanjun di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa (disingkat UL
No. 5 Tahun 1979). Menurut kedua UU di atas. Desa adalah suatu wilayah dan
pemerintahan  yang  bersifal demokratis don memiliki  otonomi  sendin.  serta
merupakan bentuk pemerintahan terendab di dalam negara Kesatuan Republik
Indonesia,

Sejnk reformasi mhun 1998 bergulir, Indonesia mengalami beberapa perubahan
vang lundamental, Selain munculnya lembaga-lembaga  negara baru dan
kekuasaannys, vang ditetapkan melalui petubahan UUD 1945, pengaturan hukum
tentang desa juga mengalami perubshan. Di dalam UUD 1943 tidak ada satu
pasalpun yang mengatur tentang desa dan pemerintahan desa. Meskipun demikian,
desa dianggap merupakan bagian dari pemerintahan di daerah, karena 1 pada masa-
masa awal reformasi pengaturan desa terdapat di datam UL tentang pemerintihan

daerah. vang terakhir distur di dalam Undang-Undang Nemor 23 Tabun 2014

fedi



tentang Pemerintahan Daerah. Selanjuinya, negara memandang pengaluran fentang
desa perlu diperkuat, sehingga sejak 13 Januard 2014 desa diatur dafam undang:
undang tersendiri vaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejalan dengan reformasi di atas. pemerintahan daerah juga  mengalami
reformasi, Beberapa daerah provinsi, kabupaten, dan keta mengalami pemekaran,
schingga muncullah provinsi, kabupaten, dan kota yang baru, Pada saat ini Indonesia
memiliki 33 provinsi, 396 kabupaten. dan 126 kota dengan berbagai karakier
wilavahnva, Demikian juga daerah dan pemerintahan desa jugs mengalami
pemekaran, sehingga pada saat ini Indonesia memiliki 71.800 desa,’,

Menurut UL No. 23 Tahun 2004 jo UL Ne, & Tahun 2014 desa adalah desa
atau desa adat siau vang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. adalah
kesatuan masyarakat hokum yang memifiki batas wilayah yang herwenang untuk
mengatur  dan mengurus  pemerintaban,  kepentingan  masyarakat - setempat
berdasarkan prakarsa masvarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang dizkui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemeniniohan desa adalah penyelenpgaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masvarakal setempat dalem  sistem  pemerintaban Negara  kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebul dengan nama lain
dibantu perangka desa sebagal unsur penyelenggara pemermiahan desa;

Desa ndalah organisasi pemerintahan terkecil dan 1erendah di [ndenesia yang
bersentubian  langsung  dengan  masvarakal, Possinya  sebagal uung tombak

pemerintahan pusal dan pemerintahan daerah, dan sebagai penyambung aspiras

I Ancaim, “Pemerintahon Desa dan Otonomi Desa”™. Keegpoar, 23 Febnuers 2000, hal, 4
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masyarakat untuk diteruskan ke pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.
Dengan posisinya ini, desa memiliki persn strategis. untuk menyampaikan program-
program pemerintah negara dan pemerintah daerah kepada masyarakal, seria
menyalurkan kehendak masyarakat ke pemeriniahan daerah dan pemernntahan
negara uniuk kemajuan negara.

Diesa juga terdapat di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu adalah salu
kabupaten di Daerah Provinsi Jaws Barat. Lokasi Kabupaten Indramayu beada di
arsh timur laut Dacrah Provinsi Jawa Barat, yang berjarak. sekitar 180 &m dan
Daerah Khusus Ibukota Jakara. Letaknva berada di pantai wtara (Pantura) Jawa
Baral yang herbatasan dengan Kabupaten Subang (sebelah Barat), Kapupaten
Sumedang (sebelah selatan), Kabupaten Majalengka isebelah selatan), Kabupaten
Cirebon (sebelah timun) dan pamai wara laut Jawa (disebelah utara), dengan luas
wilayah 2.040.11 ha.

Kabupaten Indramayu memiliki 31 keeamatan dengan jumlah desa 317 desa,
Setiap desa memiliki wewenang membentuk peraturan desa untuk mengaiur urusan
pemerintahan desa. Dalam praktiknya, masih banyak pemerintahan desa vang belum
mempu membentuk peraturan desa dengan baikn dan benar. Salah sam faktor
penting dalam pembentukan peraturan desa secara baik dan benar  adalah
kemampuan {kompetensi) aparstur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan
desa. Karena ity kemampuan sparatr pemerintahan desa dalam membentuk
peraturan desa di Kabupaten Indramayu sangat menank untuk dilakukan pemelitian,

Desa dan kecamatan merupakan perangkat pemerintah Daerah Kabupaten. Desa

dipimpin vleh Kepala Desa dan dibantu dengan perangkal desa, Setip desa



mempunyai pemeérintahan vang disebut pemerintahan desa. Menurut Pasal 25
pemerintah desa adalab kepala desa atau dengan sebutan lain dan yang dibantu oleh
perangkat desa atau dengan sebutan lain.  Kepala Dess adalah  pemimpin
pemerintahan desa, vang mempunyai tugas menyvelenggarakan pemerintahan desa,
melaksanakan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasvarakatan  desa,  dan
pemberdayaan masyarakat desa.

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemetintahan  desa,
pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinasan  kemasyarakatan  desa, dan
pemberduyaan masvarakar desa berdasarkan prakarsa masyarakat, h-:tir.'usal usul, dan
adat istiadat desa, Kewenangan i mempelihatkan pemeriniahan desa selain wajib
menjalankan program pemerintah pusat. pemerintah daerab provinsi. pemerintah
doerah kabupaten. juga menjalankan program otonomi desa yang tumbuh dan
prakarsa desa sendini menurut kehendak masvarakat, hak asal usul, dan adat istiada
desa,

Dalun rangka menjalankan kewenangan di atas, pemerintah desa mempunym
kewenangan mengatur segala urusan desa dengan peraturan tingkat dess. Menurut
Pasal 69 UL No. 6 Tahun 2014 jenis peraturan tingkat desa terdin atas Peraturan
Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, Peraturan Desa
dibeniuk oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan
Bersama Kepala Desa dibentuk oleh dua atau lebih Kepala Desa yang mengatur
urusan bersama antar-desa, dan Peraturan Kepala Desa dibentuk oleh Kepala Desa.

Para Kepala Desa beserta perangkat desa dan BPD di Kabupaten Indramayu

memiliki wewenang membentuk ketiga peraturan tingkat desa di atas. Kewenangan
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tersebut telah dilaksanakan di dalam prakiik pengaturan urusan desa, sehingga di
Kabupaten Indramayu lelah banyak ditemukan peraturan tingkat desa. Apabila
dilakukan pengkajian, berbagai peraturan tersebut mengandung corak berbeda, selain
hanvak terdapat kesalahan secara teknik pengaturan. Hal itu wmpaknya maklem,
karena aparatur pemerintahan desa tidak memiliki latar belakang pengetahuan dan
keahlian dalam pembentukan peraturan tingkat desa sebalum menduduki jabasan.
Dari segi hukum, keberapaman dan kesalahan teknis dapat berdampak  pada
keberlakuan peraturan tingkat desa, artinva peraturan tingkat desa dapat dinyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum karena terdapat kesalahan dalam pembentukannyva.
Penomena di atas sangat menarik untuk  diteliti, mengingat di satu pihak
aparatur pemerintahan desa perle membual peraturan tingkat desa namun di sisi lain
aparatur pemenntakan desa tdak diben bekal pengetabuan dan Ketcrampilan
pembentukan peraturan sebelum menduduki jobatan, Sejalan dengan pentingnya
hukum dan funutan pemerintahan desa uniuk menciptakan kesejahteraan masvarakal
desa, maka penelition tentong kompetensi aparatur pemerintwhan desa dalam
pembantukan peraturan tingkar desa sangat urgen dilakukan. Berdasarkan hal
lersebul, maka pengusul mengajukan usulan penelitian dengan judul: Kompetensi
Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten

Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Identifikasi Masalah
Kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam  pembentukan  peraturan

tingkat desa terkait dengan beberapa permasalahan vang dapat  didentifikasikan



berkaitan dengan:

a3

Kewenangan aparaiur pemernntshan desa dalam membentuk perafuran tingkat
desn. Kewenangan i melekat kepada aparatur pemerintahan desa, schingga
permasalahan  pembentukan  peraturan  tingkat desa menjadi  beban  dan

tanggungijawab aparatur pemerintah desa;

Pembentukan peraturan tingkat desa berkaitan dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan. Aparatur pemerintahan desa perlu memiliki pengetahunn
tenhtang peraturan  perundang-undangan  dan  teknik pEmhu?Imi “peratiran

sehagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan:

Kompetensi aparatur pemerintahan desa berkaitan dengan kemampuan aparatur
pemerintahan  desa  dalam  membentuk peraturan  tingkat  desa. Aparotur
pemerintaban desa perlu memiliki pengetahuan hukum dan tekmk penyusunan

peraturan tingkat desa

Retiga identifikasi masalah di atas menajdi permasalahan besar yang dimiliki oleh

aparatur pemerintahan desa. Ketiganya merupakan aspek yvang perlu diperhatikan

datam  pepelitian  inl, Karéna sangal berkaitan  dengan  Kompetensi  aparatur

pemerintshan desa dalam pembentukan peraturan tingkat desa,

. Bumusan Masalah

Sesuail judul penclitian, latar belakang masalah, dan identifikasi masalah di atas,

maka permasalahan yang sangal penting diteliti adalah bagaimana kompetensi



aparatur  pemerintahan  dess dalam  pembentuan  peraturan desa? Kompetensi
dimaksud mencakup dua aspek vaitu aspek pengetahuan hukum fenizng pertauran
pembentukan peraturan tingkat desa, dan aspek kemampuan teknis menyusun

peraturan tingkat desa.



BAB 1L

TINJAUAN PUSTAKA

A, Kompetensi

|. Pengertian kompetensi

Pada tahun 1973 David MeClellund memperkenalkan pertama kali istilah
kompetensi (comperency), Istilah flu ditulis di dalem arikelnya yang berjudul
“Testing for competence rather than for intelligence” (Menguji Kompetenssdaripada
Kecerdasan). Mada tahun 1982, Bovatzis menpumpulkan data komprehensil dengan
menggunakan metode McBer & Company “Job Cempelence Assessment” alay
“Penilaian Kompetensi Pekerjaan” di Amerika Serikat. Sejak itw, kompetensi
menjadi faktor yang penting dalam prakiek pengembangan Sumber Daya Manusia®,
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi adalah 1. kewenangan
{kekuasaan) untuk (memutuskan sesuatu), dan 2. fing Kemampuan THETELLASA]
gramatika suatu bahasa’. Menurut Scale sccara harfiah kompetensi berasal dar kata
comperence yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang®.

Secoara  etimolopi  kompetensi  diartikan  schagal  kemampuan  yang
dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanann pekerjaan vang dilandasi oleh

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam konteks kurikulum, menurt

- Melelland dalam Sedarmayanti, Masaiomen dan Kestponen Terkait Lamnyva, [Bandung: Refika
Aditama, 2012}, hal. 282283,

*Tinn, Kamns Besor Bahasa Trdevesia. Kamuos versi enline/daring (dalam jaringan). hitps: kbbi.web. (il
ko petensi, 4 Januar 2609

1 Edy Sufrisne, Manafemen Sumber Dava Manusia, (Jakana: Kencona, 200 1), hal. 201,



Pasal | Keputusan Menteri Pendidikan Masional Nomor (45/12002 fentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, kompetensi adalab seperangkat tindakan cerdas,
penul tanggung jaweb yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap
mampu oleh masvarakat dalam melaksanaksn tugas-tugas di bidang pekerjaan
terentu. Dalam konteks pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tabun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawal Negeri Sipil merumuskan
kompetensi acdalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS,
berupe pengetabuan, keterampilan, dan sikap penlaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya. -

Beberapa shli sumber daya monusia memberikan rumusan  pengertian
kompetensi. Misalnva, Stephen Robbin menyatakan kompetensi adalah kemampuan
{abilfiy) atau kapasitas sescorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam sustu
pekerjaan. di mana kemampuan ni ditentukan oleh dua faktor yang kemampuan
imelektual dan kemampuan fisik. Kemudian, Sedarmayanti menyatakan kompetensi
adalah karakteristik mendasar yang dimiliki sescorang vang berpengarui langsung
terhadap, atau dapst memprediksikan Kinega vang sangat baik. Rumusan lainnya
disampaikan oleh Mangkunegara bahwa kompetensi adalab faktor mendasar yang
dimiliki seseorang yang mempunyai kemampuan lebih, vang membuatnya berbeda
dengan seseorang yang mempunyai kemampuan rota-rata atau biasa saja’,

Dari beberapa sumber di atas, pada intinya istilah kempetenst mengandung

arti kemampuan melaksanakan ugas-tupas bidang pekerjaan tertentu, Kompetensi

Y Budi Khe, “Pengertian  Kompetonsi (Competency]  dalam Manajemen 5DM7,
hittps:Vilmumennjemen i ‘pengertian-kompetensi-competensy-dalam-manpjemen-sdo 2T
Desember 201 8., hal, 1-2,
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jugn dapal disrtikan seperangkat perilaku kinerja individu yang dapat diamati,
terukur, dan sangat penting untuk keberhasilan Kinerja pada individu itu sendir
maupun pada perusahaannya. Kemampuan tersebut meneerminkan tindakan cerdas
individu untuk melaksanakan pekerjasn atau tugas tertentu, yang diakui oleh omng

lain.

2. Macam-macam Kompetensi

Kompetensi sescorang relatif berbeda-beda. Ini disebabkan u:_:n]-:h perbedaan
macam kompetensi vang dimiliki seseorang. Dalam Taxenomi Bloom terdapat tiga
macam kompetensi yang dapat dimiliki seseorang. yaitu kompetensi kognitif
(pengetahuan),  kompetensi  afektif  {sikap. nila.  minat), dan kompetens
psikomotorik (keterampilan)®. Pengetahuan adalah perilaku yang menekankan aspek
intelektual, seperti pengetahuan, pengertian. dan keterampilan berfikir, Alekuf
adalah perliku vang menckankan pada aspek pernsaan dan emosi, sepert mimat.
sikap, spresiasi, dan cara penvesuaian dini, Psikomotorik adalah perilaku yang
menekankan aspek keterampilan motorik, seperti tulisan fangan, mengetik merenang,
dan mengoperasikan mesin’ . Pendapat lain menymtakan pengertian kompetensi

mengandung enam unsur di dalamnya, Keenam unsur dimaksud adalah pengetahuan

* Direkiorat Pembelajaran dan Kemahasiswann Direkorat Jenderl Pendidiban Tingai  Kementerian
Pendidikan dan Kebwedayaar, “Kerangks Kualifikasi Mosional Indonesia.  Indonestan Qualification
Framework”, (Jakarta: Dircktornt Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2001, hal, 6.

Enggar,"Betajar  Tisda  Henti”, Iyt engigar. et 2016/ 06 kata-kerja-operastonnl-baru-tsh sonom-

bloom: 247 [Rsember 2008, hal. |
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(kmowladge), pemahaman {understanding), kemampuan vk, milal (value), sikap
(enrtitnde), dan minat (inferes)®

Spenser juga menyatukan ada tiga macam  kompetensi yang dimiliki
individu, yaitu (1) kompetensi intelekuml, (2) kompetenst emosional, dan (3)
kompetensi sosial. Kompetensi intelekal adalah kemampuan individu  berupa
pengetahuen, keterampilan, pemahaman profesional. pemahaman konstektual, dan
fain-lain, Kompetensi ini menjadikan oreng  mampu berprestasi, memastikan
pencapaian tujuan, berinisiatif dan berkreativitas [ mempunyai kép:kum terhadap
masalah, kava gapasan falternative pemecahan msalahan, menghasilkan ide asli,
miemiliki Neksibilitas, menguasai informasi vang handal, berfikir analitik, berfikir
konseptual, memiliki keahlian praktikal. mempunyai kemampuan linguistic. dan
memiliki kemampuan naratin)”,

Kopetensi emosional adalah kemampuan manusia untuk menguasii diri dan
memahami lingkungan secara ohjektif dan moralis sehingea emosinya refatif stabil
ketiky menghadapi berbagai permasalahan di tempat kega,  Kemampuan imi
menimbulkan sensitivitas atau saling pengertian, kemampuan mengendalikan diri,
umbubnya kepercayaan dirl. kemampuan beradaptasi, seria munculpya komitmen
pada organisasi, Dengan kemampuan ini orang akan mudah memahami, tidak
melakukan tindakan mnegatf. menunjukan it diri yang  positif,  mudah
menyesuaikan terhadap berbagai situasi dan kondisi, serta memiliki tanggungjawab

atas pekerjoan dan lembaga.

U Pudi ko, Loe O
? Spencer Jr, Lyle M. dan Signe M, Spencer. Competence of Work: Mados for Superiar Perfarmance, |
Edivion {Mew Jersey: John Wiley & Sons. [ne, 19937 34-3%.
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Kompetensi sosial adalah kemampuan membangun simpul-simpul kerja
sama dengan orang lain ketika menghadapl permasalahan di tempat kerja.
Kompelensi ini dapat menvebabkan orang mampu mempengarhui orang lain,
memahai  posisi dan  kekuasaannya,  mampu membangun  hubungan  Kerja,
meningkatkan kemampuan  bawahannya‘orang  lain, mengarahkan  bawshannya
mencapai tujuan vang telah ditetapkan. mampu bekerjasama dengan tim, dan mampu

menjadi pemimpin kelompaok atau teladan bagi kelompoknya.

3. Pengaruh Kompetensi

Kompetensi di atas akan mempengaruhi sikap kerja seseorang atau pegawai
Semakin tingei kompetensi seseorang maka makin tinggi pula sikap kerja yang batk
atau berprestasi. Pagawai yang memiliki kompetensi memiliki sikap kerjn yang stabil
dalam menghadapi permasalahan atau tekanan, karena memiliki sinergi positif antara
watal, konsep diri, motivasi internal, kapasitas pengetahuan. dan keterampilan yang
dimilikinya, Menurut Spenser kompeiensi mempunyai hubungan seoab akibaz
dengan kinerja pegawai, schingga kKompetensi juga dapat memprediksi kinerja
pegawai tersebut ' Dengan kompetensi, setiap orang atau pegawal memiliki
kemampuan melaksanakan wgas rtin (rask skill), mengelols serangkaian tugas yang
berbeda (fask manceement skill), terampil megambil tundakan tepat dan cepat

(contigency management  skill), bekerja sama  dan memelihara kenvamanan

I Moeheriono. Pergukarar Kinerfe Berbasiv Komperenst: Competency Baved Humen Resource
Menagement., { Bowor: Gholin Iedonesia. 2009). hal. 7-8
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lingungan (fob role enviroment s&ifl), dan mempu beradaptasi dengan lingkungan
baru {transfer skill)'',

Kompetensi berkorelasi dengan Kimerja pada jabatan tersebut dan dapat
divkur dengan standar-standar vang diterima serta dapat ditingkatkan melalu
pelatihan-pelatihan. Pegawai yang memiliki kompetensi baik. akan berkorelasi baik
dengan kincrja organisasi yang  baik. Kompetensi dan kinerja  yang  tingg
memberikan isvarat bahwa suatu organisasi dikelola dengan baik dan secara
fundamental akan menghasilkan perilaku manajemen vang efekiif. Karena it
kompetensi merupakan variabel utama yang wajib dimiliki sr;ti:l.p‘ pegawal atau
karvawsan, sehingen setiap pegawai dapat melakssnakan pekerjaan dengan baik,
mampu mencapal prestast vang baik, dan mampu mewujudkan wjuan organisasi

dengan baik'?,

B. Pemerintahan Desa
1. lstilah dan Pengerlian Desa
Istilah atan nama desa telah muncul sejak keberadaan masvarakat di pulau
Jawa. Bahkan penggunaan istilah ite merampah ke masyarakal Madura, Bali dan
beberapa daerah lain di Indonesia. Beberapa daerah lain di Indonesia tidak mengenal
istilah desa, karena menggunakan istilah lain, padahal mengandung makna vang
sama. Minangkabau Sumatera Barat mengpunakan sebutan Nagari. Medan Sumatera

Unars menggeunakan istilah Marga atau Huta, Aceh menyebut desa dengan istilah

" Mocheriono, Pergwhirran Kinerio Berbasis Komperensd, (Jakara: Reja Gmfindo Persado, 3003}, 1516,
E Fko Hetanto, “Teari Kompetens| Munagemen Surmber Dava Manusia™.
[t wowew peasdeminadu/ 3606E 52 1 Desember 2K, lal. 2
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Gampong, Sulawesi Selatsn mengpunakan kata Lembang untuk menyamakan
dengan desa. Di Kalimantan Selatan dan Papua desa disebut Kampung, sedangkan di
Malitku desa disebut Negeri.

Keragaman istilah di atas berkembang bersamaan dengan  perkembangan
masyarakal  masing-masing.  Untuk  memudabkan  administrasi - pemerintahan,
Pemerintah Republik Indonesta telah berupaya menyamakan penggunaan istilah desa
untuk semua kesatuan masvarakat vang sama di scluruh wilayah Indonesia, Karena
i, pada tahun 1974 dikeluarkannya UL No. 5 Tahun 1974 }'ung'n;li dalamnya
mengeunakan istilah desa, dan kemudian dikuatkan dengan UL No. _-. Tahun 1979
tentang Desa.

Desa adalah kesatuan masvarakat hukum vang memiliki batas-batas walayah
vang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakal setempal,
berdasarken asal-usul dan adat istiadat setempat vang diakui dan dibormati dalam
sistemn pemerintahan Negara Kesatwan Republik  Indonesia Y Dalam  strukiue
pemerintahan, Desa adalal satuan pemerintahan terendah atau terkeal & bawah
kecamatan vang setara dengan kelurahan Keberadaannya adalah di lingkungan
struktur masvarakat pedesasn sedangkan kelurahan berada pada strukiur masyarakat
perkotann.

Memasuki era reformasi, penyeragaman penggunaan istilah desa kembali
dipermasalahkan, dan beberapa dacrah menghendaki agar penggunean istilah it

diserahkan kepada daerah masing-masing, Karena itu, ULl No. 22 Tahun 1999

U Indomnesin, {ncang-Undungy Newmor 32 Tabfuee 2004 tontang Pemerintaion Duerak, Pazal {, Buie 12,
Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara Repubhik
Indomnesin Nomaer 4437,
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menppunakan istilah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa. Penggunasn
istilah ini distur lebib lanjut secara khusus di dalam UL No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa “[esa adalah desa dan desa adat atau
vang disebut dengan nama lain, selanjuinya disebut desas, adalah kesatuan
masvarakat hukum vang memiliki batas wilavah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintaban, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal wsul, danfatau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sisten pemerintahan Negara Kesatuan Republik [ndnqcﬁiu,v
Ketentuan di atas memperlibatkan istilah desa bukan merupakan sau-saiunya
istilab yang digunakan oleh semua pemerintahian tingkat desa, Peraturan perundang-
undangan memberikan kebebasan keseragaman penggunaan istilah yang setara
dengan desa kepada masyarakat daerah masing-masing. Akibatnya, kini beberapa
daerah lain tidak menggunakan istilah desa untuk menyebutkan pemerintahan yang
setara dengan desa, seperti istilah nagan di Sumatera Bara, istilah Kampung di Nusa
l'engpara Barat, dan lain-lain. Perbedaan istilah tersebut memiliki pencertian dan

pemaknaan vang sama dengan pengentian atau pemaknaan 1stilab desa,

2, Pemerintah Desa

Pemerintah Desa selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
7014 tentang Pemerintahan Daerah. juga diatur seara khusus dalam UL Mo, 6 Tahun
2014 tentang Desa. Untuk kepentingan pelaksanan UL tentang Desa, telah dibentuk

beberapa peraturan perundang-undangan lain, antara lmn:
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Peraturan Pemcrintah Momor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2004 tentang Desa:

. Perpturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Angparan Pendapatan Dan Belana Desa;

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemenntak Nomor 43 Tahun 2014 1emang Pelaksanaan Unduang-Undang Nomor
& Tahun 2014 1entang Desa;

. Peratiran Pemerintah Momor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pernturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tenang Dana Desa Yang Bersumber Dar
Anpearan Pendapatan Dan Belanja Desa;

. Peraturan Bersama Menteri Dalam Megeri, Menteri Keuangan., Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertingkat Dan Transmigrasi Nomor 900/5356/8), Nomor
950/KMK. 0772015, Nomor 49 Tahun 2005 tentanyg Percepatan Penyaburan,
Pengelolaan, Dan Penggunasn Dana Desa:

" Perataran Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 intang Priontas Penggunaan
[Bama Dhesa Tahun 2018

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan D4 Desa;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2(H4
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

. Peraturan Menters Dalam MNegeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014

tentang Fedoman Pembangunan Dess;

i Peraturan Menter Dresa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek [esa Membangun:
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. Peraturan Menteri Gasa Nomor 10 Tahun 20106 tentang Pedoman (Pengelolaan

Data Dan Informasi Diesa, Dacrah Tertinggal, Dan Transmigrasi;

. Peratoran Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masvarakat;

, Peraturan Menter: Desa Nomor £ Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dans Desa Tahun 201 6;

. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 20135 tentang Pedoman Tata Tertib Dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; i

. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendampingan Desa;

. Peraturan Menten Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan,

Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes):

. Peraturan Menteri Desa Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kevangan

Desa, Perubahan Atas Permendagri Nomor 113 Fahun 20145

. Peraturan Menteri Dalamy Neperi Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan

Permusvawaratan Desa (BPD)

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang A dminssiras

Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dralam Negeri Nomor 46 Tabun 2016 tentang Laporan Kepala

Desa;

. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan

Desa:

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2016 tenang Pengelolaan Aset

[Jesa;



w, Peraturan  Menteri Dalain Negernn Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi
Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
w. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan

Organisasi Dan Tatakerja Perangkat Desa:

Pemerinmahan  desa adafah  penyelenggurnan urusan  pemerintahan oleh
pemerintah desa dan Badan Musyawarah Desa dolam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istadst setempat
vang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nepgara Kesatuan Republik
Indonesia (Pasal | angka 2), Ini berarti pemerintahian desa terdini dari Pemerintah
Desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD) atau sebutan lam,

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa
adalah Kepala Desa arau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa
sebagni unsur penvelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 angka 3). Selain ita,
terdapat unsur penvelengara lain yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yaiu
BPD atau disebut dengan nama lain, BPD atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga vang melaksanakan fumgsi pemerintahan vang anggotanya merupakan
wiakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang diretapkan secara
demokratis (Pasal 1 angka 4).

Pemerintah desa dan BPD, keduanva memiliki wewenang dalam membentuk
Peraturan Desa, Pemerintah desa dan BPD berembuk untuk membuoal dan menyusun
Persturan Desa  (Perdes). Meskipun  demikian, peranan  keduanva berbeda

Pemerintah desa bertindak  sebapai lembaga cksekutif desa dan BPD sebagm
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legislatif desa. Legislati’ desa dimaksud adalah lembaga pembentuk peraturan desa,
sedangkan cksckunf desa adalah lembaga vang melaksanakan peraluran desa.
Sinergi keduanyva melahirkan Peraturan Desa vang mempunyai dampak atau akibat
positif bagi keberhasilan pembangunan desa dan dapat mewwjudkan Kesejahteraan
masyarakal desa.

Femerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa, vang dibani oleh perangkai
desn. sebagai unsur penyelengparaan pemerintahan. Kepals desa adalah pimpinan
eksekutif desa. vang memimpin pelaksanaan peraturan dan Kebijaken desa
Perangkat desa terdini atas sekretaris desa dan perangkat desa Ealtm;'a vang terdir
atus pelaksona teknis lapangan, dan unsur kewilayahan (Pasal 48), sebagar unsur-
unsur pelaksana vang membidangi sebagian urusan pemenniah desa. Karena itu,
perangkat desa bernda di bawah kewenangan kepada desa dan bertanggungjawab
kepada kepala desa. Seluruh unsur pemeriniahan desa adalah aparatur pemeriniahan
desa. vang menvelenggarakan semua urusan desa, baik vang bersilm legislatil
maupun vang bersifol eksekutit. Kepala desa dipilih secars langsung dan demokrasi

oleh masvarakat desa melalui pemilihan kepala desa

3. Urysan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa memiliki urusan atau tugas dan kewajiban vang menjadi
wewenang pemerintahan terendah atau terkecil di Indonesia. Urusan il terdin atas
urusan yang bersifat otonom dan yang bersifan pendelegasian dan pemerintah pusat
atau pemerintahan di atasnya. Urusan otonomi desa adalah urusan pemerintah yang

menjadi hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus
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urusannys sendivi sesuai dengan asal-usul dan karakteristik desa masing-masing.

Urusan delegasi adalah urusan pemerintahan pusat atau pemerniniah di atasnya yang

dilimpahkan pelaksanaanya kepada pemerintah desa. Sesuvai dengan kedua sifa

urusan tersebut, pemerintah desa wajib melaksanokan umsan pemenntah pusat atau
pemerintah di atasnya yang didelegasikan kepada desa, dan wajib melaksanakan
urusan otonomi vang berasal dari inisiatf masyarakat desa.

Menurut Pasal 18 No. & Tahun 2014 otonomi desa mehiputi kewenangan di
bidang penvelengparaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan  desa,
pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakal desa berdasarkan
prakarsa masvarakat, hak asal usul, dan sdat istiadat desa. Selanjulnya menurut
Pazal 19, Pasgal 20, dan Pasal 21 UU No. 6 Tahun 2014 wrusan di atas menjadi
wewenang desa dan wajib diloksanakan desa meliputt:

1. urusan pemerintahan vang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa:

2. urysan pemerintahan yang menadi wewenang  kabupaten  atau kota wvang
diserahkan pengaturannya kepada desa;

3, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, stau pemerintah
kabupaten atau pemerintah kota;

4, wvrusan pemerintahan  lainnya  vang ofeh  persturan  perundang-undangan
diserahkan kepada desa. vang secara langsung dapat meningkatkan pelayunan
dan pemberdayaan masyarakat,

Penvelenggarnan urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa,
vang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam

penvelengearaan pemenintaban desa, Untuk ity kepala desa memiliki tugas,
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wewenang, kewajiban, dan hak tertentu scsuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemeriniahan,

pembangunan. dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. kepala

desa mempunyal wewenang:

I

ik
.

LA

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

mengajukan rancangan peraturan desa

menetapkan peraturan desa yang telah mendapat perseiuuan bersama BPLY,
menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa men genai APB Desa untuk
dibahas dan ditetapkan bersama BPLY;

mernbina kehidupan masyarakal desa:

mengoorinasikan pembangunan desa secara partisipatil;

mewnkili desanva di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
huskum untuk mewakilinva sesual denpan peraturan perundang -undangan;
melaksanakan wewenang lain sesual peraturan perundang-undangan (Pasal 14},

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai

kewajiban sebapai berikul:

¥

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan ULUD 1943, serta
mempertahabnkan  dan  memelihara  keutuhan  Megara Kesnuan  Republik
Indonesia;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyvarakat;

melaksanakan kehidupan demokrasi:

22



10,

11.

17.

18.

melaksanakan prinsip mta pemerintahan desa yang bersih dan bebas dan kolusi,
korupsi, dan nepotisme;

menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
menvelenggarakan administrasi pemenntahan desa vang baik:

melaksanakan dan memperangeungjawabkan pengelolaan keuangan desa:
melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

mendamaikan perselisihan masvarakal desa: "

. mengembangkan pendapatan masyarakal dan desa:

. membing, mengavomi. dan melestarikan nilad-nilan sosial budaya dan adai

i=tiadat;

. memberdayakan masvarakat dan kelembagaan di desa;
. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup,

_memberikan  laporan  penvelenggaraan  pemerintahan  desa kepada

bupati/walikota:

menyampaikan laporan keterangan pertenggungjawaban kepada BFD,
menginformasikan  laporan  penyelenggaraan  pemeniniahan desa  kepada
masyarakat {Pasal 26},

Tugas dan wewenang Kepala Desa dibantu oleh aparatur pemerintah desa yang

vang terdini atas Sckretariat Desa, pelaksana kewilavahan, dan pelaksana teknis

Sekretariat desa adalah suatu unit kerju desa vang dipimpin oleh Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertusas membantu Kuwua dalam urusan administrasi pemenntahan

desa vaite melaksanakan pengelolsan administrasi Desa, mempersiapkan buhan

b
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penyusunan laparan penvelenggaraan Pemerintah Desa'', Fungsinya adalah sebagai

penvelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan uniuk kelancaran

tugas Kepala Desa, melaksanskan tugas kepala desa dalam hal kepala desa
berhalangan. melaksanskan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan
sementara,  penyiapan  bantuan  penyusunan  Peraturan  [Desa, penyiapan  bahan

Laporan Penyelenggarasn Pemerintahan Desa, pengkoordinasian Penyelenggaraan

tugas-tugas urusan, dan pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Desa'®.

Tugas dan fungsi Sekretaris Desa didibantu oleh staf administrasi Sekretariat Desa.

Pelaksana tcknis pemerintahan desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa
sebagai pelaksanann tugas operasional. Pelaksana teknis dimaksud meliputi';

. Kepala Urusan Umum. Tugas pokoknya adaluh membantu Sekretaris Desa dalam
melaksanakan administrast wmuwm, lata usaha dan kearsipan, pengelolaan
inventaris kekavaan desa. serta mempersiapkan bahan rapat dan  laporan.
Fungsinya adalah  sebagai pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat
masuk dan surat keluar serta pengendalion tata kearsipan, pelaksanaan pencatatan
inventarisasi  kekavaan Desa. pelaksanaan pengelolaan  adminisinisi umum,
pelaksanaan penvediaan. penyimpanan dan pendistribusion alar tulis kantor serta

pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor, pengelolaan administrasi peranghka

" Anomnim, “Tugas Pokok dan Fumgsi Pemerintaban Desa™, hirp/desa-

lemahahang blogspot com/pipeks -pemerintih-desa himl, hal 123

™ Thidd

" fasgh, “Penguatan Peran Aparatur Pemerintahon Desa dalam Melsksanakan Tugas Penerintghan Desa,
Artikel disampaikan padn Kegiutan Pengabdian Kepada Masvarakal dengan tema “Bimbingan Teknis
PEngmitan Peran Aparaur Pernerintahan Desa dan Penyusunan Peraturian Dresa™ i Kecamaton Gabus
Welan Kabupsten Indrumawu Provonsi Jawn Barat pacda tinggzal 19=20 Desember 2018, kal. 14-16.
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Diesa, persiapan bahan-bahan laporan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Sekretaris Desa,

. Kepala Urusan Kevangan. Tugas pokoknya adalah membantu Sekretans Desa
dalam melaksanakan pengeloloan sumber pendapatan  Desa.  pengelolasn
administrasi kevangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa,
Fungsinva adalah sehagai pelaksansan pengelolsan administrasi keuangan Desa,
persiapan bahan penyusunan APB Desa, dan pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Sekretaris Desa, -

. Kepala Urusan Pemerintahan. Tugas pokoknya adelah mrzmb:m{u Kepala Desa
dalam melaksanakan pengelolann  administrasi Kependudukan,  adminastrasi
pertanahan, pembinaan, ketentraman  dan  Keteriban  masvarakat  Desa.
mempersiapkan  bahan  perumusan  kebijakan  penataan,  Kebijakan  dalam
Penyusunan produk  hukum Dhesa, Fungsinva adalah scbagai pelaksanasn
kegiatan administrasi  kependudukan, persiapan  bahan-bahan  penyusunan
rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa, pelaksanaan kegiatan
administrasi  pertanahan, pelaksanaan Kegiatan pencatstan meonoegrali desa,
Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat
untuk kelanearan penyelenggaraan pemerintahan desa, persiapan bantuan dan
melaksanakan kegiatan kemasyarakatan vang  berhubungan dengan  upaya
menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil, dan
pelaksanaan tugas-tupas lain vang diberikan kepala desa, Sclain i, Kepala
Urasan Pemerintahan jugs melaksanakan tugas administrasi pemerintahan desa

vang mencakup pembuatin Kartu Tanda Penduduk (KTP). pembustan Kartu
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Keluarga (KK), pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (GETM) bagi wargs
desa wvang berkehidupan ekonomy  kurang mampu agar  mendapatkan
penangguhan-penangguhan, Misalkan penangguban atau pengurangan  beban
biaya di rumah sakit, Surat Keterangan Lalu Lintas, Surat Keterangan NTCR,
Surat Pengantar Pernikahan, Surat Keterangan Maik Haji, Surat Keterangan
Domisili, Surat Keterangan Pengantar Kepolisian, Surat Keterangan Pindah,
Surat Keterangan Lahir/Mati, Surat Keterangan Ke Bank dll., Surat Keterangan
Pengiriman Wesel, Sural Keterangan Jual Heli Hewan, Sural Keterapgan [zin
Keramaian, Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil B-um't dikenakan
dan horga tronsaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli st penjual,
pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dan harga
transakasi junl beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual, Surat Ketersngan
Tebang Kayu/Bambu, tarip pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa
surana dan Bumedes, dan Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari
Jumlah anggaran.

. Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan. Tugas pokoknya adalah membantu
Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pengembangan ekonomi masvarnkal dan potensi desa, penpelofasn adminisirasi
pembangunan, pengelolaan pelavanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan
kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Fungsinya adalah untuk penyiapan
bantuan-bantuan snalisa & kajian perkembangan  ekonomi  masyarakat,
pelaksanaan  kegisatan  administrasi  pembangunan, pengelolasn  tugas

pembantuan, don pelaksanakan tugas lain yang diberikan aleh Kepala Desa,
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e. Kepala Urosan Kesejahteraan Rakyat. Tugas pokoknya adalah menbaniu kepala
Desa dalam melaksanakan penviapan bahan perumusan  kebijakan teknis
Penyusunan Program Keapgamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan
masvarakat dan sosial kemasyarakatan. Fungsinya adalah penyiapan bahan untuk
pelaksanaan program kegiatan keagamaan, penyiapan dan pelaksanaan propram
perkembangan kehidupan beragama, penyiapan bahan dan pelaksanaan program,
pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasvarakatan, dan pelaksanaan tugas-

tugas lain yang dibenkan kepala desa -

Pelaksana kewilavahan merupakan unsur pembantu Kuwu sebagal satean gas
kewilayahan, Peluksanaan kewilayahan di sebut Kepala Dusun, yang tugas pokoknyva
adalah membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya, melakukan
pembinamn dalum rangka meninghatkan swadava dan gotong rovong masyarakat,
melokukan kegistan pencrangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
mertnbantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan Rukun
Wilayeh (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di wilayah keranya, dan melaksanakan

tugas lain vang diberikan oleh kepala desa'’.

Peraturan Desa
Menwrut Pasal 69 UL No, 6 Tahun 2014 Dess dapat membentuk Peraturan
Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, Pembentukan

ketiga jenis peraturan tersebut tidak boleh bertentanan dengan Kepentingan unmum

1T fhid . hal 2-3.



dan/mtey Ketentuan peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi. Pembentukan
peraturan-peraturan tersebut adalah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah
desa dalam mengatur dan mengurus urasan pemenntahan desa,

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selelah dibaban dan disepakat
bersama dengan BFD. BPD adalah lemboga vang mewakili penduduk desa dalam
melaksanakan fungsi pemerintahan desa, vang salah satunya adalah  fungs:
membentuk Peraturan Desa. Hal i seperti dinvatakan dalam Pasal 533 bahwa BPD
mempunyvai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan [esa bersama
Kepala Desa, dan menampung serta menyalurkan aspirmsi masyarakat :!-eszl

Proses pembentukan Peratwran Desa melipuli  penyusunan  rancangan,
pembahasan, pengesahan, dan pengundangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan
Desa dapat dibumt oleh Kepala Desa atan BPD. Rancangan Peraturan Desa dibahas
hersama-sama antara Kepala Desa dan BPD untuk mendapatkan persetujuan atau
kesepakatan bersama. Rancangan Pereatuwran Desa yang sudab  mendapatian
persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD disahkan oleh Kepala Desa menjadi
Peraturan [desa. Peraturan Desa yang sudsh disahken diundangkan ke dalam
Lembaran  Desa.  Dengan  demikian, Peratwran Desa  berhasil  dibenfuk  dan
mempunyai kekuatan berlaku mengikar,

Peraturan Bersama Kepala Desa dibentuk bersama-sama antara dua staw lebih
kepala Desa. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dapat distapkian oleh
masing-masing  kepala desa. Selanjutnya para kepala desa yang mengadakan

pembahasan bersama dan menyelujui bersama rancangan tersebul untuk menjadi



Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan Bersama Kepala Desa disahkan oleh
semua kepala desa yang menyepakati Peraturan Bersama Kepala Desa tersebul.
Peraturan Kepala Desa dibentuk oleh Kepala Desa. kepala desa atau
perangkat desa yang terkait dapat membentuk rancangan Peraturan Kepala Desa,
Rancangan Peraturan Kepala Desa dibahas oleh kepala Desa bersama peranghkal
desa terkalt. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Kepala Desa diftetapkan oleh
Kepala Desa menjadi Peraturan Kepala Desa. Selanjuinya Peraturan Kepala Desa
terschut diundangkan di dalam Lembaran Desa -
Pembentukan peraturan di desa diater lebih lanjut dengan P‘m:ulu.rm: henteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa. Secara paris besar Peraturan Menteri ini mengatur jenjang jems
peraturan i tingkat desa, materi muatan peraturan tingkat desa.  asas-asas
pembentukan peraturan tingkat desa, tata cara pembentukan peraturan tingkat desa,
dan format pecaturan tingkat desa. Secara lebih teknis. pemngaturan pembentukan
peraturan tingkat desa diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah. Salah satu contah
adalah Peraturan Dacrah Kabupaten Indramayu Provins: Jawa Barat Nomer 5 Tahun
2018 tentang Produk Hukum Di Desa, Perda ini menjudi dasar hokum secara teknis
pembentukan  peraturan  tingkat desa i Kabupaten  Indramayu.  Aparatur
pemerintahan desa di Dacrah Kabupaten Indramayu perlu memahami Perda ini,
terutama aparatur pemerintshan desa vang berwerang membentuk peraturah desa.
senurut Permendagri No. 111 Tahun 2004 dan Perda Kabupaten Indramayu
No. 5 Tahun 2018 sistematika peraturan tingkal desa (Peraturan Desa disngkat

Pordes, Peraturan Kepala Desa disinghat Perkades. dan Peraturan Bersama Kepala
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Desa disngkat Perberkades) menckup tiga bagian, yaitu meliputi empat bagian yaitu
bagian judul, hagian pembukaan, bagian hatang wbub, dan bagian penutup, Apabila
diperlukan, maka Perdes dapat dilengkapi dengan penjelasan dan‘atau lampiran,
Bagian judul adalah bagian awal dari Peraturan yang berisi tentang jenis peraturan,
nomor dan tahun pembusan, dan nama peraturan. Bagian pembukaan memuat frase
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. tulisan nama jabatan
pembentuk peraturan diakhiri tanda koma (.). konsideran, dasar hukum, diktum, dan
judul peraturan. Bagian batang tubuh peraturan adalah bagian yang berisi ketentuan-
ketentuan atau norma peraturan. Ketenluan alau norma peraturan dik.elumpnkan ke
dalam lima ketentuan, vaitu ketemiusn wmum, materi pokok vang diatur, kentuan
pidana (jika ada). ketentuan peralihan (jika ada), dan ketentuan Penutup,

Mekanisme atau proses pembentukan peraturan tingkat desa meliputi iahap
perencanaan, penyurunan rancangan peraturan, pembahasan rancangan peraturan,
penctapan rancangan peraturan menjadi peraturan tingkat desa, pengundangan
peraturan, danpenyebarluasan peraluran, Perencanaan peraturan dilakukan oleh
Kepala Desa dan Badan Permusvawaratan Desa (BPD) vang menjadi baga program
ketja desa setahun. Perancangan Perdesa dapat dilakukan oleh Kepala Desa atau
BPFD, perancangan Perkades dilakukan oleh Kepala Desa. dan  perancangan
Perberkades dilskukan oleh Kepala Desa vang melakukan kerjasama. Pembahasan
Perdes dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. pembahasan Perkades olch Kepala
Desa dan aparatumya, dan pembahasan Perberkades dilakukan bersama-sama oleh

Kepala Desa dan melakukan kerjasama. Penetapan Perdes dan Kades oleh Kepala
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Desa, sedangkan penetapan Perberkades oleh para Kepala Desa yang melakukan
kenasama,

Aparatur  pemeriniahan  desa  perlu memiliki  kompetensi  pembentukan
peraturan  tingkat desa, baik mengenat  pengetahuan  hokum, keterampilan
membentuknyva, dan kerjasama proses penyusunannya., Kemampuon ini akan
menghasilkan produk-produk peraturan tingkat desa vang benar secara hukum,
secara prosedural, dan secara materinya, Produk hukum juga dapat dilaksanakan
dengan baik, vang pada akhirmya dapat membangun kinerjs pemérintghun desa
secara baik, dan mampu membantu pemeriniahan desa dalam mo.;,nr.apa'r tuj L

pemerintahan desa.
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BAB 111

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A, Tujuan Penclitian
Penefitian ini memiliki tujuan tertentu, yang diharapkan dapat dicapal setelah
penclitian ini selesai. Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui tmpkat kompetensi aparatur pemenntahan

desa dalam pembentukan peraturan tingkat desa,

B. Kepunasn Penelitian

Penelitian hukum ini dibarapkan menghusilkan hasil penelitian yang dapat

berguna atau memberi manfaat, utamanya bagi:

|. Pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi pemerintahan desa
dan hukum tentang pembentukan peraturan perundang-urdongan, Khosusnya
pembentukan peraturan tingkat desa;

2, Aparatur pemerintahan desa, sebagal masukan informasi mengenal kompetensi
pembentukan peraturan tingkat desa yvang dimiliki, sehingga dapat diketabn
tingkat kekuatan atau kelemshan aparatur pemerintah desa dalam membentuk

peraturan tingkat desa;

Ead

. Dasar penelitian labih lanjut mengenai upaya meningkatkon Kompetensi aparatur

desy dalam pembentukan peraturan tinghkat desa;



Dasar kegiatan pengabdian kepada masyarakatdalam bentuk  membenkan
bimbingan 1eknis  pembentukan peraturan  tingkat desa  kepada  aparatur
pemenniahan desa;

Pengembangan kualitas dan kuvantitas penelitian Universitas Tarumanugaca,
sehingga dapat meningkatkan reputast Universitas Tammanagara dalam berbagai
pemeringkatan:

. Bagi publikasi peneliti dalam benuk publikasi karya ilmiah hasil penelitian

melalui media publikasi. W
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BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode penelitian '™ atan metode risei lalah cara meneliti,. Menunt kebiasaan
metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai benkut: (1) suatu tipe
pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu teknik yang
umum bagi ilmu pengetahuvan, dan {3) cara tertentu untuk melaksanakan suato
prosedur. ' Penelitian adalah terjemahan dari kata research (Inggrs). Research adalah
“mencari  kembali”, - Kemudian penelitian diartikan praktik n-mngumpuikm.
mengklasiikasi, mengolab, dan menpanalisis dats dari suatu fenomena atau kasus untuk
mendapatkan hakikal suatu problemikasus, seria cara-cara penyelesaian yang lepat atas
kasus itw. " Penelitian hukum senantiasa diserasikan dengan disiplin hukum vang
merupakan suale sistem ajaran tentang hukum sebagar norma dan kenvataan®™, Dalam

metodologn penelitian hukum  teedapat aspek-aspek metode penelitian yang  perlu

'* Dinrs sedut sifatnva,. dikennl pdanya penehitan Ekspiorarnness (menpelagah, menggali), penelitian
Beakripil (menggambarkan, memaparkan) dan penetitian Elvplanatoris (menjelaskan, menguji). Dur
sudut bentuknyn. dikenal penelitian Vagrosck, penelitian Preskriptdl din peneliman Evadwar Dari sudut
wjunnnyi penclitian dopst berbuuan untuk mensmukan Dbz beloka (ot fading), dilonjotkan untuk
menemukan mazalah (proddem fadingd, kemodmn dilamputkan pada adentilikasi masalah (prakien
identificarion), don berakhir pada peelition anfuk menatasi masalah (peoblem sodwfion), Dori sodut
penerapannys, dapst dibedakan antars penelition murmil {purebavic fundamental reseanci), penelitian
berfokuskan masalih {profdem foopred revearsh), dan penelitian erapan { appdied aoon mission oo
resparchy, Dast sticur Hmw vang dipergunakan dan metodologi vang diterapkan dikenal penelitian mims
divipliner (dengan saty ilmu pengetahunn sejenis), smin disipliner (dengan beberapa ilmu pengetahizan
sejenis) dun penclition iorer aixiplimer (dengan  beberapa ilmu pengetthum tak: sepnisk Soerjono
Sockanin, Prrsndar Porelition Hukim, Cet 1, Jakarta: UT-Press, 1981, hal 911

" thid, hal. 5

A il hal, 1),

= Malwmud, S ik, hal. 13,

* Bogrjono Seckanto dan S6 Mamudii, Peselithen Sirkum Novmatifs Suam Finfanan Singhat,
Cout, 11, Jokara: OV, Rajawali, 1986, hal. 23
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divraikan secarn jelas. Berikut ini uraian aspek-aspek metodologn pencliian yang

digunakan dalam penehitian ini.

A, Sifat Metnde Penelitian

C.

Metode penelitian ini bersifat deskripsi (penehtian deskriptif) artinya melode
penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang
manusia, keadaan, atau gejala-gefala lainnya. ™ Dalam hal ini yang digambarkan
adalah kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan tingkat
desa, Gambaran inl mencerminkan kondisi riil fenomena tersebut sesuai depgan data

atau fakta sesungguhnya vang diperoleh dari hasil penelitian.

Jenis Metode Penelitan

Dalam penelitian hukum terdapm dua jenis metode penelitian, vaitu metode
penelition hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris discbut juga metode
penelitian lapangan (field ressearch) atan metode penclitian sosiologis. Metode
penelitian hukum empiris dimaksudkan adalah metode untuk menelin data yang
terdapat di lapangan, yaiw data vang lerdapat pada setisp aparatur pernenniabian
desa mengenai  kemampuannya dalam  membentuk  persturan tingkal  desa.
Kemampuan vang  dimaksud meliputi  pengetshuan  dan keterampilan - dalam
membentuk peraturan tingkat desa, vang diperoleh dari obiek penelition langsung

dari aparatur desa vang diteliti,

Tempat dan Objek Penelitian

T Sockante, Perpantar Penelittan Hukan, Op, Cie, hal, 10



Mengingat penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empins maka
tempal penelitian ini desa-desa Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Dari 317
desa vung terdapat dikabupatan Indramayu, peneliti mengambil sampel 15 desa yang
berada di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lelea, Kecamatan Bongas, dan
Kecamatan Gantar, Kelima belas desa diambil secara acak mengingt semua desa
memiliki karakter vang ssma (homogen). Objek penelitian dalam penelitian i
adalah aparatur pemerintahan desa di 15 desa dari tiga pemerintahan kecamatan
Para aparatur pemerintahan desa merupakan responsen yang diteliti secars, langsung
di lapangan. Dan setiap desa diambil sampel 10 aparatur pn:merimahz.m desa sehagal
resporkben, vang lerdin atas perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
Kedua unsur pemerintahan desa tersebut adalah aparatur yang terkait dalam

pembentukan peraturan tingkat desa,

.. Datn dan Tekmk Pengumpulan Data

Sesuni dengan jemis metode penelitian vang digunakan. maka data yang ditelib
adalah data primer. Datn primer adalah data vang diperoleh melalvs metode
penelitian hukum empiris atau metode penclitian lapangan (field ressearch}, yang
diperoleh lanpsung dari sumbemya. Data ini belum disleh atau dikaji oleh sumber
lain, schingga data ini langsung dieleh oleh penelit,

Untuk mendapatkan data di atas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan
data kuesioner. Teknik pengumpulan data kuesioner adalab teknik pengumpulan data
dengan menggunakan dafiar perlanyaan vang disediakan dan disusun oleh penelitian

kepada responden. Kuesioner yang sudah disediaoan peneliti dibagikan kepada
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getiap responden untuk  ditsi, kemudian dikembalikan lagi kepada penelitian,
Kuesioner vang disusun adalah kuesjoner semi teriutup, artinya dafiar pertanyaan
vang sudah disiapka jawabannva oleh peneliti namun masih terdapat sebagian dattar

pertanyaan yang jawabannya diberikan secara bebas oleh responden.

. Analisis Data

Data vang diperoleh dari responden selanjutnva dikumpulkan oleh peneliti
untuk diolah dan dianalisis. Penelitisn ini mengpunakan pendekatan analisis data
secara hasil pengumpulan date disnalisis dengan menggunakan pendekatgn analisis
kugrtitatif, Analisis kuantitatif adalah analisis daw berdasarkan kuan';itas data sesuai
dengan permasalahan penelitian, Data yang terkumpul diolah, dikajp (dianalisis).
kemudian disimpulkan sesuni  dengan  permasalahan  penelitian.  Kesimpulan

dimaksud mencerminkan jawaban atas permasalahan penelitian mi,
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BAB Y

DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian

|. Lokas penclitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Indramayu dikenal dengan sebutan Kota Mangga, vang merupakan
satah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Letaknya di pantai -I:IIHI'H. Jaws barat,
vang berbatasan dengan Kabupaten Circbon disebelah lim;lr. Kabupaten
Majalengka dan Kabupaten Sumedang di sebelas selatan, Kabupaten Subang di
sebelah barat, dan Laut Jawa di sebelah utara. Kabupaten Indramayu dilintasi
jalan rava Pantai Utara (Pantura) atan dikenal dengan jalur utara den Jakara ke
Cirebon kemudian ke

Surdabaya alau sebaliknya, Apabila dari arah Jakorts, Kabupaten Indramayu dapat

JAWA BARAT
il'—-;-rhn_:_p_lc!-l Axlrmirusts il

[3 Eabmipaatien

_-. intg‘” |
& Thudints Eslmusn |

kabupaten Iruir:.'u £

Gambar | Peta Kabupaten Indramayu
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ditempuh setelah melewati Kabupaten Subang dan sebelum Kabupaten Cirebon.

Dari 31 wilayah kecamatan di kKabupaten [ndramayu. penelitian ini
menambil sampel lokasi penelitian di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lelea,
Kecamatan Gabuswetan, dan Kecamatan Gantar. Ketiga kecamatan ite memiliki
lokasi yang mencerminkan keadaan lingkungan di Dagrah Kabupaten |ndramayu
vang mendekati perkotaan, mendekatan keseimpbanagan antara perkotaan dan
pedesaan, dan mendekati pedesaan. Ketiga macan keadaan lingkingan tersebut
menjadi  penting  untuk  merepresentasikan  keamatan-kecamatan lain  yang
memiliki lingkungan seperti i,
a i Wilayah Kecamatan Lelea

Kecamatan Leles meropakan salah satu kecamatan di Kapupaten
Indramayu. Letaknya berada diarah barst daya dan ibukota Kabupoaten
Indramavu, vang berbatasan dengan Kecamatan Lohbener di sebelah uiara
Kecamatan Widnsan disebelah timur, Kecamatan Cikedung di sebelash selatan,
dan Kecamatan
Losarang di sebelah

harat. Apabila

LTI

mehntas  di jalan
Pantura  dark  arah
Jakarta ke Cirebon,

Kecamatan Lelea

herada di sebelah

Giambar 2@ Pela Kecamatan Lelea

selatan jalan Bava Pantura, masuk dan desa Larangan ke arah selatan menuju
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Kecamatan Lelea dengan jarak sekitar 1 km, Secara peopralis Kecamatsan Lelea
berjarak sekitar 200 km dari Jakarta dan berjarak sekitar 15 km dan Ibukota
Kabupaten Indramayu, Wilavah Kecamatan Lelea dekat denpan ke wilavah
perkotaan seingpa lingkungan dan fasilitas umumnya sudah banyak mengandung
unsur perkotaan.

Kecamatan Lelea memiliki penduduk berjumlah 30000 orang, yang
terdiri dart 2337 laki-laki dan 2417 wanita, Semua penduduk terschut tersebar
di || desa yang terdin atas Desa Lelea, Desa Tamansan, Desa Pengauban, Desa
Telagasari. Desa Tempel, Desa Tempelkulon, Dess Nunuk, Desa Cempeh, Desa
Tugu. Desa Langensari, dan Desa Tungpulpayung. Sesual dengan metode
penelitian di atas, penelii mengambil sampel lima desa vaite Desa Lelea, Desa
Taman Saru. dan Desa Tupgu, Nunuk, dan Pengauban. Pengambil sampel
dilakukan secara acak (random) karena semug desa bersifat homogen sehingga
pengambilan sampel secars acak  sudah  mereprestasitkan seluruh desa di

kecamatan Lelea

b. Kecamatan Gabuswetan

Kecamatan Gabuswetan berada di arah barat dari Wilayah Kecamatan
Lelea. Jika dilikat dari telak Tbukota Kabupaten Indramayu, Kecamatan
Gabuswetan berada di arah barat dava. yang berjarsh sckitar 25 km. Jarak dan
Jakaria ke Kecamatan Gabusweran sekitar 175 km arah timur. Posisinva berada
di sebelah selatan jalan Raya Pantura Jakarta - Cirebon. Apabila ditempuh dan

arah Jakarta. pada saat sampal di desa Karangsinom Kecamatan Kandanghaur
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befok arah ke kanen menuju Kecamatan Gabuswetan scjaub kurang lebih 4.5
ki, Wilayah = PRI S fr L
K ecamatan '
Gabuswetan
berbatasan

dengan

F.ecamatan

e LA

Losarang dan Gambar 3: Peta Kecamatan Gabuswetan -

Kecamatan Kandanghaur discbelah utarn, Kecamatan Tenst di sebelah tmur,
Kecamatan krova di sebelah selatan, dan Kecamatan Bongas di sebelah barat,

K ecamatan Gabuswetan memiliki sepuluh desa vaitu Desa Babakanjava,
Desa Drumten  Kulon, Desa Drunten Wetan, Desa  Gabuskulon, Desa
Kedokangabus, Desa Kedungdaws, Desa Rancahan, Desa Rancamulyn, dan Desa
Sckarmulya. Luas wilavahnya adalah  km” , vang dihuni oleh 37391 jiwa
penduduk yang terdini atas 28600 pria dan 28.79] wanita. Mata percabarian
penduduk sebagian besar bertani suwah dan kebun, meskipu sudah mular makin
banyak vang berpencaharian schagai pedagang, pegavwal negerl, pegawal swasia,
dan  wiraswasta.  Lingkungannva  terdiri  atas  pesawaban,  perkebunan,
perkampungan, pasar dan  warung, serte  beberapa kantor  pemerintahan
kecamatan dan desa serta kantor usaha wiraswasta,

Dibandingkan dengan  Kecamatan Lelea. Wilavah  Kecamatan
Gabuswelan lebibh banyak unsur pedesaannva, Meskipun lingkungan makin

berkembang., namun  sebagian unsur pedesaan masih menonjol. misalnya
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sebagian besar sumber pencaharian penduduk bertani, ruas jalan masih banyvak
yang belum beraspal, pasar masih tradisional, dan lingkungan perkantoran masih
belum banvak. Pemenuhan kebutuhan air bersih sudah mulai disuplay oleh ar
dari perusahaan daerah alr minum (PDAM), namun bare sebagian kel
penduduk yang menngunakannya. Meskipun demikian, Pemermtaban Kecamatan
CGabuswetan makin  berkembanpan. sehingga peran aparatur  pemerintahan
kecamatan dan pemerintahan desa makin penitng bagi kesejihteraan penduduk
desa. -
Kesepuluh  pemerintahan desa di Wilayah I{{tcamutﬁl:t Crabuswetan
memileiki  struktur organisasi dan tugas yang sama, schingga memiliki
homogenitas  dalam  pelaksanaan  pemenmishannya.  Meskipun  demikian,
kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
sangal bergantung pada kemampuan (kompetensi) aparatur pemerintahannya.
Mengingat sifat homogenitas di atas, maka sparatur pemerintahan desa dijadikan
sampel penelitian ini diambil secara acak, vaitu pemerinthan Desa Babakanjaya,

Desy Gabuskulon, Desa Rancahan, Desa Rancamulyva, dan Desa Dnumtenkulon,

¢. Kecamatan {antar

Kecamatan Gantar adalah saloh satu kecamatan di Kabupaten Indramayu,
Kecamatan Gantar adalah  kecamatan vang terletak di wjung baral daerah
Kabupaten Indramayu Peta lokasinya adalah seperti tampak di atas, Kecamalan
Giantar memuliki luas wilayah 17219 Ha, Jumlah penduduknyva adalah 91621

jiwa °. Secara peografis. wilayah Kecanmataon Gantar berbatasan dengan batas
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Daerah Kabupaten Subang di sisi barat, Daerah Kabuaten Sumedang di sisi

S-E'Iﬂtﬂ.ﬂ.. e ol LT & ERE sunae Cilis s ;l—.:-
Kecamatan
) B
Krova di  sisi 3
i
Lmur dan
Foecamatan

Haurgeulis di sisi

T
r

utara.  Jaraknya

Ciambar 4 Peta Kecamatan Ganiar

dengan  [hukota

Jakana sckitar 170 km dan dari Kabupaten Indeamayu berjarak sekitar 50 km,
Wilavahnva merupakan dataran rendah sedikit berbukil yang berupa tanah
sawah, perkebunan, pekarangan desa, dan hutan.

Muosyarakat Kecamatan CGantar memiliki sistem kekerabatan Jawa dan
Sunda, sehingga bahasa daerah vang digunakannya juga adalah Bahasa Jawa dan
Bahasa Sunda.  Sistem perckenomiannya sebagain besar adalah bertani vang
terdiri atas berlani padi sawah, padi huma, dan perkebunan, meskiupun ada pula
vang herusaha hutan industid pohon kavu putib, penambang pasir, berdagang,
wirsusaha, dan begawal negeri stpil, I sana sudah mulai banyak suku pendatang
atau suku lain yang menjadi warga desa. Imeraksi sosial antar masyvarakal lebih
kental dengan budaya, adat, dan kekerabatan tradisi Sunda. Masyarakal juga
memiliki sarana perumahan pribadi yang mulai membak, tersedia sarana sekolah
dunsar dan madrasah, sekolah menengah pertama dan sanawivah, puskesmas di

kecamatan, listrik, kendaraan bermotor, den fasilitas kebutuhan rumah lainnya,
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D Kecamatan ini sudah terdapat anggkutan umum untuk mengangkut orang dari
Kecamatan Hanrgeulis ke Kecamumton Gantar. Masyarakat juga sudah banyak
vang menggunakan kendaraan pribadi dalam  berinterksi dan melakukan
mohilitas, baik sepeda motor maupun kendaraan mobil, Mobil bak terbuka masih
digunakan oleh sebagian masvarakat untuk sarana interaksi antar-masyarakat. [h
sini juga sudah mulai terdapat rumah penginapan, tempat dan sarana hiburan,
pasar kecamatan, warung internet, bengkel kendaraan, tempat service elekinnik,
serta telepon kantor dan rumah, Kondisi ini menciptakan kehidupan sosial
masvarakat masih harmoni, meskipun kadang-kadang timbul konflik atau
persengekatan di antara anggota Masayrakar,

Kecamatan Gantar membawahi tujuh desa, yaitu Desa Balairgja, Desa
Rantarwary. Desa Gantar, Desa Mekarjava, Desa Mckarwaru, Desa Sancas, dan
Desa Situraja. Setiap desa memiliki  pemerintahan  masing-asming  dalam
melaksanakan tugesnya. Dari tujug pemerintshan dess, peneliti mengambil
sampel penelitian liha desa, vaitu Desa Bantarwaru, Desa Gantar, Desa
Mekarjaya, Desa Mekarwarn, dan Desa Sanea. Kelima pemeriniahan desa
tersebut memiliki karakter vang sama dengan desa-desa lainnya, schingga kelima
pemerintahan  desa tersebul  mercpresentasikan  seluruh  desa di wilayah

Eoecamatan Gantar.

2. Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa
Setiap desa di di Kabupaten Indramayu memiliki pemerintaban sendiri

vang disebut Pemerintahan Desa, Pemerintahan desa terdin atas pemerintah desa

4



dan Bedan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Pemenniah Desa terdin
atas Kepala Desa dan perangkat desa. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
201% kepala desa di Kabupaten Indramayu disebut “Kuwu™ sedangkan peranghkat
desa disebut “Pamong Desa™, BPD adalah lembaga perwakilan rakyat desa, yang
berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat desa.

Kepala Desa atau Kuwu adalah Pimpinan Pemenntah Desa vang diangkat
oleh Bupati, Orang vang berhak diangkat menjadi Kuwu adalah calon Kuwu
yang memenangkan pemilihan Kuwu, vang dipilih langsung oleh rakyat desa
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Para kuwu ylm.g pada saal
menjabat adalah para kuwu yang berhasil memenangkan pemilihan kuwa pada
tanggal 13 Desember 2017.

Secara organisash, struklur organisasi pemerintahan desa di Kabupaten

Indrmayu adalah sehagai berkut:

BPL) ELIWLE

SEXHETARIS |

|
| TATA L1EAHA BENDAH AR A

i | o | |
KLIWOIN RAKSA BUMI | LEBE | | LURAH
N i L. | |
BEKE REKE| REKEL BEKEL BEKE]
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Kedudukan dan tugas setiap pejabat pemerintahan desa di atas adalah sebagai

berikut:

a. Kuwu
Kuwu adalsh  sebutan  Kepala Desa di Kabupaten Indramayu,
Kedudukannya adalah ‘schagni Kepala Desa, vang merupakan pemimpin
lertinggl di pemerintahan  desa. Tugasnya adalah  menyelenggarakan
pemerintthan  desa,  melaksanakan  pembangunan  desa.  pembinaan

kemasvarakatan desa, dan pemberdayasn masyarakat desa,

bh. Budan Permusvawaratan Desa

Badan Permusvawaratan  Desa  (BPD) merupakan  suate  lembaga
perwakilan rakyat desa. Keanpgotaannya terdini aas tokoh-tokoh masyarakat
vang mewakili rakyat desa dari setiap kelompok masyarakat dusun/kampung,
BPD dipimpin oleh seorang ketsa, vang dibantu oleh seorang wakil ketua,
seorang sekretaris dang anggota, Jumleh anggota BPD disesusikan dengan
jumlah  dusun/kampung. Kedudukannya adalah  sejajar dengan Kuwu,
Tugasnyva adalah  menyusun. membahas, dan  menyvepakati rancangan
peraturan  desa (Perdes) bersama Kuowu, menampung  dan menyalurkan

aspirasi masvarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kowu.

e, Sekrelars
Sekretaris Desa adalah  perangkat desa atan pamong desa  yang

mengepalai secretariat desa. i Kabupaten Indramayu Sekretaris Desa disebut
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juga “Jertulis Desa™, Status kegawaiannya adaloh sau-satunya pamong desa
vang berstalus Pegawai Negen Sipil (PNS). Kedudukannya adalah membantu
Kuwu dalam merumuskan program kegiatan kuwwu, fugas kesekretanatan atau
administrasi desa, kearsipan, laporan desa, dan dapat mewakili Kuwu apabila
Kuwu herhalangan menjalankan tugas.
Bendahara

Bendahara adaluah salzh sat jabatan pamong desa. Kedudukannya adalah
berada di bawah kepala desa dan Sekretans Desa. Tugasnya vang membanty
tugas Kuwu di bidang Keuangan desa, yaitu menerima dan mcnj.'.impm o uang
desa. mengelela penggunsan dan administrasi uang desa, menyusun laporan
kevangan desa, dan membentu Kuwu dalom merumuskan kebijakan Kevangan

desn,

Tata Usaha

Tata usaha adalah satuan unit kerja pemerintahan desa yang dipimpin
oleh seorang Kepala Tata Usaha. Kedudukannya adalah di bawah Sekretaris,
dengan tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan tata usaba desa. Tugas
uila usaha meliputi persurstan. pendokumentasian, pelayvanan administrasi,

dan dokumentosi,

. Kliwon
Kliwon adalah salah satu jabnatan pamong desa di pemerintaban desa.

Kedudukannyva di bawah Kuww Tugasnya membantu Kuwu dalam urusan
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administrasi don layanan kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda
Penduduk (KTP). pembuatan Ketu Keluarga (KK). dan sebagainya serta

pengawasan kegiatan pemerintahan dan Kemasyarakatan,

Raksa Buma

Raksa Bumi adalah salah satu jabatan di dalam pemerintahan desa.
Kedudukannya b erada di bawak Kuwu Raksa Bumi mempunyal tugas
membanta Kuwu  dalam  urusan  pembangunan  desa, perckgnomian,

pencahatian, pertanian. pertanahan, perairan, dan lingkungan desa,

Lebe

Lebe adalah salah satu jabatan pamong desa dalam pemenntahan dess.
kedudukannya berady di bawah Kuwu, Tugasnya membantue Kuwu dalam
urusan bantuan sosial. pendidikan, kepemudasn, keagamaan, perkawinan,
perceraian, talak dan rujuk, kelahiran anggota masyarakat, dan kematian

angeola masyarakat,

Lurah
Lurah adalah salah saw jabatan pamong desa di pemenniaban desa,
Keduduklannva berada di bawah Kuwu, Tugasnya membantu Kuwa dalam

urusan keamanan, keteriban, hukum, politik. dan pemeriniahan desa.
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i Bekel

Bekel adalah salab satu jabatan pamong desa di pemerintahan desa
Kedudukannya berada di bawah Kuwu dan perangkol desa lamnnva. Bekel
disebut jugs Kepula Dusun/Kampung yang memimpin tugas pemerintahan
desa di lingkungan dusun/kampungnyie Setisp Bekel membawahi Rukun
Warza (RW), dan setiap Rukum Warga imembawahi Rukun Tetanpga (RT).
Tugasnyas adalah  membantu  Kuwu  dalam  wrusan  pemerintahan,
pembangunan. dan  kemasvarakatan  linghungan dusun atau  kampunya
MAsing-masing.

Pemerintaby  dess mempunyai  wewenang  membentuk  peraturan  desa
( Perdes) untuk mengatur dan mengurus wrusan pemenntahan desa, Menurat UL
Ne. 6 Tahun 2016 Permendargi No. 11D Tahur 2014, Perda Kabupaten
Indramavu No. 5 Tahun 2018 Perdes dibentuk oleh Kepala Desa (Kuwu) dengan
persdetujuan bersama BPT. Setiop pemerintah desa telah menyusun dan
membentuk Perdes. Meskipun dibenmk oleh Kepala Desa (Kuwu) Jan BPD
namun dalam proses penyvusunan dan pembentukan Perdes, pemerintah desa dan
BPD melibatkan perangkat desa stuu pamong desa vang ferkait dengan materi
muatan (mater vang distury di dalam Perdes,

Pada penelitian ini. peneliti melalukan pengumpulan data terhadap sampel
peranpgkat desa di lima belas pemerintahan desa di tiga Kecamatan schagaimana
disebutkan di atas. Sctiap pemerintahan desa, peneliti mengambil  sampel
sebanvak 10 aporatur desa vang berasal dari unsur pemenintah desa dan unsur

BPD. Duta yvang diteliti adalah sumber pemahaman atsu pengetahuan aparatur
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pemerintahgan  desa mengenai  peraturan  perundung-undangan  dan  tingkat
kemampuan aparatur pemerintshan desa dalam membentuk peraturan desa,
Berikut ini adalah tabel data jumlah sampel résponsen yang peneliti telit melalu
kusioner,

1) Sumber pemahaman aparatur pemerintahan desa

Tabel 1: Jumlah Sampel Responden Setiap Pemerintahan Desa

No, MAMA DESA PEUR | nsurpep | tumuan
SEMERINDAH RESPONDEN
" DESA

1 Lelea 5 5 10

F Tamansari . b 4 10 =

3 Pengauban 5 5 10

a Nunuk 5 5 10

5 Tugu 6 4 0

3 Babakanjaya 5 5 10

7 Gabuskulan 5 5 1w

B Druntenkulon | 5 5 10

g Rancahan 5 5 T

14 Rancamulya B 4 , 10

11 Gantar & 4 U

12 Sanca 5 % 5 14

13 | Bantarwaru 5 5 10
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14 Mekamarﬁ 5 5 10

15 Mekarjaya & 4 10

Jumilah 80 70 - 150

Untuk mendapatkan pambaran kompetensi aparatur  pemerintahan desa
dalam membentuk peraturan desa. penehti mencari data sumber aparatur
pemerintahan desa untuk mendapatkan pengetahuan atau pemahaman mengenai
peraturan perundang-undangan. termasuk di dalamnya peraturan desa. Sumber
mendapatkan pemahaman vang dimaksud adelah sekolah atau pcn-guruan tinggi.
kursus/pelatiban/bimbingan, internet, dan teman‘stasan. Peneliti juga perlu
mengetahui  kompetensi  aparatur pemerintahan  desa  dari pengalamannya
membentuk peraturan desa. Dari substansi vang diteliti tersebut dan 150 aparatur
pemerintahan desa vang menjadi responden, dipereleh data sumber pengetabuan
atau pemahaman aparatur pemerintshan desa untuk membentuk peraturan desa

seperti pada tabel 2 di bawah ini.

Tahel 2: Sumber Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan
Lelea Untuk Membentuk Peraturan Desa

Na. SUMBER PEMAHANMARN YA TIDAK

1 Pernah belajar peraturan perundang-undangan | 5= 10,00% . 45 = 90,00%

di Sekolah atau Perguruan Tinggl

2 Pernah belajar peraturan perundang-undangan | 13=26.00% | 37 = 74,00%

di kursus/pelatihan/himbingan
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3 Pernah helajar peraturan peratuFén perunuang- | 30 =60,00% | 20 = 40,00%
undangan dari internat

4 Permah belajar peraturan perundang-undangan | 6= 52,0050 | 29 = 48.00%
darl teman,/atasan |

5 Pernah membuat peraturan desa atau 33 =6600% | 17 = 34.00%

peraturan kepala desa

Tabel 3; Sumber Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan
Gabuswetan Uniuk Membentuk Peraturan Desa

Mo, SUMBER PEMAHARAN ¥a TIDAE

1 | Pernah belajar peraturan p@rundana—undangan A=B00% | 46=92,00%
di Sekotahi atau Perguruan TiNEgI

2 Pernah belajar peraturan perundang-undangan | 23 =460% | 13 =54,00%
di kursus/pelatihan/bimbingan

3 Pernah belajar peraturan peraturan perundang- | 20=4000% | 30 = 60,00%
urdangan dari internat

4 Parnah belajar peraturan perundang-undangan | 28 = 57::;.[1}% 24 =44,00%
dari teman;/atasan

5 Pernah membuat peraturan desa atau 35 - 70,00% | 16 = 30,00%

peraturan kepala desa




Tabel 4: Sumber Pemahaman Aparatur Pemerintaban Desa di Kecamatan
Gantar Untuk Membentuk Peraturian Desn

Mo SUMBER PERAAHAR AN YA TIDAK

1 | Pernah belajar peraturan perunda rngrdﬁa'hngan I=600% |47= 594,00%

di sekolah atau Perguruan Tinggi |

2 Pernah belajar peraturan perundang-undanzan | 40 =80.00% | 10=20.00%

di kursus/pelatiban/bimbingan

3 Pernah belajar peraturan peraturan perundang- | 20=40,00% | 30 = 60 00%

undangan dari internat

4| Pernah belajar peraturan perundang-undangan | 33 =&6,00% | 17 = 34,00%

dari terman,atasan

% | Pernah membuat peraturan desa atau 32 =61,00% | 18 = 39,00%

peraturan kepala desa

Data pada ketiga tabel di stas memperlihatkan aparatur pemerintahan desa
di tiga kecamatan sangat kurang memperoleh pemahaman mengenal peraturan
perudang-undangan melalui sekolah atau perguruan tinggi, yarlu masimg-masing
sehesar 6,00%, £.00%, dan 10,00%. Meskipun demikian, aparatur pemenntahan
desa berusaha meningkatken pemahaman peraturan  peraturan  perundang-
undangan  melslui  pelatiban/kursus/bimbingan,  sehinggn  pemahamannyi
meningkat masing-masing menjadi  sebesar 26,00%, 46 NP4, dan B0,
Aparatur pemerintahan desa juga belajar dan mencan pemuhaman secara

outodidak melalui internet, Aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Lelea
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relatif lebih banyak vang belajar melalui internet {60,00%; dibandingkan dengan
aparatur pemerintahan desa di kedua kecamatan lminnya (masing-masing
40.00%6). Ini dipengsruhi oleh lingkungan pemerintahan kecamatan vang relatf
berbeda. Lingkungan wilavah Kecamatan Lelen mempunyai  Karaktenstik
perkotamm yang tebih banyak daripada karakieristik lingkungan kedua kecamatan
lainnya, selingega aparatur pemerintabian desa di wilavah Kecamatan Lelea lebih
banyak vang menggunakan teknologh informasi, letmasuk internet.

Pemuhaman aparatur pemerintahan desa mengenal peraturan pgrundang-
undangan juga dipereleh dengon berdiskusi dan n‘.r:ndupuihm‘trmasuknn diar
teman kerja dan atasannva serto dari penpalaman membeniuk peraturan desa.
Rata-rata lebibh dard 30.00% aparstur pemerintabon desa di tiga kecamatan
memperoleh pemahaman dafi teman/atasan. Demikian juga rata-rata lebih dari
60,000 aparatur pemerintahan desa di tiga kecamatan memahami peraturan
perundang-undangan secara outedidak melaln praktik pembuatan peraturan
desa.

Berdasarkan daty hasil penelitian di ketiga kecamatan di atas, maka secara
keseloruhan datn sumber pemahaman aparatur  pemerintahan desa  uniuk
membentuk peraturan dess dapat divraikan pada tebel di bawah i,

Tabel 3: Sumber Pemabaman Aparatur Pemerintahan Desa D1 Kabupaten
Indramayu Untuk Membentuk Peraturan Desa

No. | SUMBER PENAHAMAN VA ] TIDAK

‘ 1 Pernah belagr peraturan perundang- 12 = 8,00% | 138 = 92.00%




undang'a-n di Sekolah ata I-.I_F'EFEHFIJEI'I Tiﬁggk
z | Pernah belajar peraturan perundang- | TB= 7 = 459 33%
undangan di kursus/pelatihan/bimbingan 50.67%
E Pernah belajar peraturan peraturan 70= 80 =53,33%
perundang-undangan dari intermat 46,67%
a Pernah belajar peraturan perund_artg 87 = 63 = 42,00%
undangan dari teman/atasan 58.00%
5 Pernah membuat peraturan desa atau 100 = 50=33,33%
| peratiran kepala desa 6667% | ‘

Data di atas memperlihatkan aparatur pemernntahan desa paling banyak
mendapatkan  pemahaman  tentang  peraturan  perundang-undangan - dan
pengalaman (prakiik) membentuk peraturan desa, dan sangat sedikit pemahaman
vang bersumber dari hasil pendidikan forma! di sekolah atau perguruan tinggl.
Pemohaman  vang  diperoleh  melalui  pelatihan'kursus/  bimbingzan  oleh
instruktur/narasumber, browsing internet, dan masokan dari teman/stisan juga

cukup besar,

2y Tingkat kompelensi aparatur pemermtaban desa

Data kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturin
desa diperoleh melalui kuesioner terhadap 1530 responden vang sama di atas.
Untuk mengetahui kemampuan aparator desa membentuk persturan desa,

penelitian meneliti 10 aspek materi kompetensi terhadap aparatur pemerintahan
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desa, Kesempuluh sepek materi kompetensi tersebutl adalah vaita kempampuan
memahiami jenis peraturan perundang-undangan (diberi kode aspek 11, peraturan
desa dan peraturan kepals desa (diberi kode aspek 2), pembentuk. peraturan desa
(diberi kode aspek 3), prosedur pembantukan peraturan desa (diberi kode aspek
4), materi muatan/isi vang dapat diatur olch peraturan desa (diberi kode aspek 3},
format/sistematika peraturan desa (diberi kode aspek 6), cara’ieknis merumuskan
ketentuan/pasal (diberi kode aspek 7), dasar hukum pembentukan peraturan desa
{diberi kode aspek B). perbedaan peraturan desa dengan peraturan kepala desa
dan peraturan berama kepala desa (diberi kode aspek 93, serta prakuik
pembentukan peraturan desa (diberi kode aspek 1),

Penelitian terhadap kesepuluh aspek kemampuon yang perlu dimiliki
aparatur  pemerintahan  desa divkur secara gradasi ke dalam lima tinekat
kemampuan, vaitu; (1) sangat tidok mampu, (2) idak mampu, (3) cukup mampu,
{4} mampu, dan {5) sangat mampu. Dari 150 responden penelitian diperoleh data

penelitian sebagai berikut:

Tabel 6 Kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa Di Kabupaten Indramayn
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[ KODE TINGKAT KEMAMPUAN B
ASPEK
N YANG (1) (2) (2] i4) (5]
DITELITI )
| 1 i a0 70 41 q
(20.00%) (46,67%] [27.33%) 16,00%)
2, 2 ETS) 91 29 '
120,00%) (60,67%) 119,33%}




—

3 3 6 63 51
{(28,00%) | (42.,00%) | {34,00%)
4, 4 3 57 43 41
(&,00%) (38,00%) | (2867%) | (27.33%)
5. 5 32 62 38 18
{21.33%) | (41,33%) | (2534%) | (12,00%)
6, 6 21 59 az 28
(14,00%) [39,33%) [28,00%) | (1867%) |
ES 7 0 50 63 17 ET
{13,33%) (33,33%) {42,005 (2,00%:) (3,33%])
8. 8 22 | 43 5 18 2
14,67%) {28.67%) | (43,33%) | {12,00%) | {133%)
9, g 8 34 7 32 | 4
(5, 33%) (22,67%} | (48,00%| | [21.33%) | (1,B68%)
10, 10 12 58 52 0 | 8
(B0} (38,67%) {34,67%:) (13,33%]) | (5,33%)

Data di atas memperlihatkan 46,67% aparatur  pemerintaban  desa  tidak

memahami

peraluran

perundang-undangan,

Bahikiin

200,000 %

aparatur

pemerintaban desa sangat tidak memashami peraturan  perundang-ugdangan.

Aparstur  pemerintahan  desa yang cukup memahami lemlang  peraluran

perundang-undangan adalah 27.33% dan vang memuhaminya hanva sangat

sedirit vaitu 6,00%,
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Meskipun semua  aparatur  pemerintzhan desa  dapal  terlibat  dalam
pembentukan peraturan desa, namun hanya 199,33 yang mempiliki kemanpuan
memuhami peraturan desa dan peraturan kepala desa. Aparatur pementahan desa
yang cukup memahami peraturan desa dan peraturan kepala desa adalah 60,
67%. Selebihnya 20,00% aparatur pemerintahan desa masih tidak memiliki
kemampuan memahami peraturan desa dan peraturan kepala desa

Aparatur pemerintahan desa diharapkan memiliki kemampuan tentang
siapa vang membentuk peraturan desa dan peraturan kepala desa. Data penelitian
menunjukan sebagian besar (76.00%) memahami siapa }-u::g. membentiuk
peraturan desa dan peraturan kepala desa. Dari 76, 00% tersebut, 42.00% aparatur
pemerintahan desa cukup memabami sedanskan 34,00% aparatur pemeringahan
dess memahami siapa yang membeniuk peraturan desa dan petaturan kepala
desa. Data penelitian ini juga memperlihatkan tidak ada pemerintahan desa yang
sangal lidak memahami atay sangal memahami siapa yang membentuk peraturan
desa dan peraturan kepala dess

Aspak kemampuan Jain vang  ditelitt adalah  kemampuoan aparatur
pemeriniahan desa memahami prosedur pembentukan persturan desa, Data hasil
penelitian memperlihatkan masih ada sebagion (6,00%) aparatur pemeritahan
desn vang sangat tidak memahami don sebanyak 38.00% tidak memahami
prosedur pembentukan peraturan desa. Meskipun demikian sudah lebih hanyak
Aparatur pemerintahan desa yvang memahami prosedur pembentukan peratugan,
vaitu 28.67% aparatur pemerintahan desa cukup memahami dan 27,3 3% aparatur

pemerintahan desa memahami proses pembeniukan peraturan desa.
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Hal penting untuk dipahami pembentuk peraturan desa adalah hal-hal atau
materi muatan yang dapal distur dengan peraturan desa, Data hasil penelitian
memperlihatkan sebagian besar aparatur pemerintahan desa tidak atsu belum
memiliki kemampuan memahami materi muatan peraturan desa, Sebanyak
41.33% aparatur pemenntahan desa tidak memahami mater muatan peraturan
desa, bahkan sebanyak 21.33% aparaiur pemerintahan desa sangat tidak
mamahami hal-hal atau meteri muatan vang dapat diatur dengan peraturan desa.
Aparatur pemerintahan desa vang sukup memahami hal-hal yang diaiue dengan
peraturan desa adalah 23.34%, sedangkan yang sudah memahami prosedur
pembentukan peraturan desa adalah cukup sedikit yaitu 12,008,

Format dan sistematika peraturan desa sangat penting  dipahami oleh
pembentuk peraturan desa, Karena itu pembentuk peraturan desa perlu memiliki
kemampuan memahami format dan sistematikan peraturan desa. Data hasil
penclition menunjukan sebagian besar aparatur pemerintahan dess tidak atau
sangat tidak memahami format dan sistematika peraturan desa. Data tersebut
mencakup 39.33% aparatur pemerintagan desa tidak memabami format dan
sistermatika peratoran desa dan sebanvak 14.00% aparatur pemenntahan desa
sangat tidak memahami format atau sistematika peraturan desa. Aparatur
pemerintahan desa vang cukup memehami format dan sistematika peraturan desa
adalgh 28,00% dan sudah memahami formal dan sistematika peraturan desa
adalah masih sedikit yaitu 18.67%.

Setiap ketentuan ataw mamusan materi mustan ditusngkan ke dalam norma

atau kaidah peraturan desa, Rumusan norma atan kaidah tersebul ditunnghan ke
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datam bentuk pasal, avat, buti, bahkan bab dun sebagainya dari peraturan desa.
Karena ity pembentuk operaturan desa perlu mempunys kemampuan teknis
merumuskan norma peraturan desa. Data hasil penelitian  memperlihatkan
45 66% aparatur  pemerintahan desa  tidak memiliki kemampuan  teknis
merumuskan norma  peraturan desa, Data ini omeliputi 33,353%  aparstur
pemerintahan desa tidak memiliki kemampuan teknis merumuskan norma
peraturan desa dan schanyak 13.33% aparatur pemerintahan desa sangat tidak
memiliki kemampuan merumuskan norma peraturan  desa.  Aparatur  vang
memiliki kemampuan teknis merumuskan peraturan desa adalah 33.37%, vang
terditi atas 42.00% cukup memahami, 8,00% sudah memahami, dan 3,33%
sudah sangat memahami teknis merumuskan norma peraturan desa.

Dasar hukum  pembentukan  adalah  aspek  samgal  penting  dalam
pembentukan peraturan peraturan peundang-undangan. Karena dasar hukum
pembentukan peraturan merupakan sumber kekuatan pengikatnya peraturan yang
dibentuk. Demikian juga dalam hal pembentukan peraturan desa. pemahaman
terhadap dasar huku pembentukan peraturan desa perlu dimiliki aparatur
pemerintahan desa. Data penelitian memperiihatkan masih banyak aparatur
pemerintahan desa vang belum memahami dasar hukum pembentukan peraturan
desa. Sebanvak 28.67% aparatur pemerintahan desa tidak memahami dasar
hukum pembentukan peraturan desa, dan masih sebanyak 14.67% psparatur
pemerintahan desa sangat tidak memehami dasar hukum pembeniukan peraturan
desa, Aparatur pemerintahan desa vang sudah  memahami  dasar  hukum

pembentukan peraturan desa adalah 63.66%, Data tersebut terdin atas sehanyak
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£3,33% aparatur pemerintahan desa sudeh sukup memahami dasar hukum
pembentukan  peraturan  desa, 12,00 aparatur  pemerintahan  desa  sudab
memahami dasar hukum pembentukan peraturan desa, dan banya 1,23% aparatur
pemenintahan desa vang sudah sangat memahami dasur hukum pembentukan
peraturan desa,

Persturan  desa  berbeda  dengan  peraturen  kepala desa.  Aparatur
pemerintahan desa perly memiliki kemampuan untuk membedakan keduanya.
Hal ini penting, agar aparatur pemerintahan desa tidak salah atau kelim mengatur
urusan pemerintahan desa dengan peraturan desa atau pcrﬂlurm.h:pala desa.
Data  hasil penelitian  memperlihatkan  schagian  besar (JL.Y%4)  aparatur
pemerintahan  desa memiki kemampuan membedakan peraturan desa dan
peraturan kepala desa. Hal ini terdiri atas 48% aparatur pemerintahan desa sudah
cukup mampu membedakan peratvan desa dan peraturan kepala desa, 21.33%
aparatur pemerintahan desa sudah mempu membedakan peraturan desa dan
peraturan kepala desa, dan 2,66% aparatur pemerintah dess sudah sangat mempu
membedakan peraturan desa dan peraturan kepala desa,

Kemampaun aparatur pemeriniah desa dalam membentuk peraturan desa
dapat dilihat dari pengalaman praktik membentuk peraturan desa. Pengalaman
praktik dapat menjadi swmber belajar aparatur pemenintahan desa dalam
membentuk peraturan desa, karena pada pengalaman praktik skan ditemukan
prases pembentukan, sspek kesalahan, adpek kebenaran, yang terus diperbaiki
aleh pembeniuk peraturan desa. Data hasil penelitian memperlihatkan sebagian

besur (53,33%) aparatur pemerintabi desa telah memiliki pengalama prakok
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membentuk peraturan desa. Hal ini terdini atas 34 67% aparatur pemerintah desa
sudah cukup pengalaman membeniuk peraturan  desa, 21.533%  aparatur
pemerintahan desa sudah memiliki pengalaman membentuk peraturan desa. dan
2.66% aparatur pemerintahan desa sudah sangat berpengalaman membentuk

peraturan desa,

B. Analisis Hasil Penelitian Kemampuan Aparatur Pemerniniahan Desa

Data penclitian terhadsp kompelensi aparatur  pemerintahan- desa, dalam
pembentukan peraturan desa sebagaimana dikemukakan di atas lerdiri. atas sumber
sparatur  pemetintahan desa  memperoleh  kemampuan  (kompetensi)  untuk
membentuk peraturan desa dan data kemampuan yang dimiliki aparatur pemeritahan
desa dulsm membentuk peraturan desa. Sumber memperoleh kompetensi dapat
memperlihatkan sumber pengetahusn dan pemahaman yang benar mengenai
pembentukan peraturan desa vang diperoleh aparatur pemeriniahan desa, Data
kemampuan apasatur pemerintzhan dess mengenai pembentukan peratucan desa
mencerminkan kompetensi vang  dimuliki aparatur pemerintahan desa dalam
pembentukan peraturan desa.

Dari data di atas. aparmtur  pemerintahan telah memiliki  kompetensi
pengetahuan (Anowladege), pemahaman (understanding), kemampuan (&), nila
(value), sikap (wititude), dan minat (fmverest). Kompelenst pengetahubn dan
pemahaman diperoleh melalui pendidikan sckolah atuu perguruan tinggs, dan
pelatihan/bimbingan teknis. Kemampuan keterampilan (skill) dimiliki oleh aparatur

pemerintahan desa melalui prakiik pembentukan peraturan desa. Kemampuan nilai



(value) diperoleh aparatur pemerintahan desa melalu kemampuannya membentuk
pemerintahan  dengan baik dan  benar, Kemampuan sikap  dimiliki - aparatu
pemerintahan desa melalui belajar melalui internet, belajar melalw atasan atan
teman, dan kerjasama dalam membentuk peraturan desa,

Aparatur pemerintahan desa sangat sedikit memperoleh  pengetahuan dan
pemahaman mengenai pembentukan peraturan desa melalul pendidikan sekolah
dandatau perguruan lingpi. Sebaliknya aparatur pemerintahan desa memperoleh
pengetshuan dun pemahaman mengenai  pembentukan peraturan desa melahn
pembelajaran autodidak dan pengalaman prakuk  pembentukan pe;aiurm desa.
Pendidikan sekolah danfatay perguruan tinggi adalah pendidikan formal yang
mengajarkan ilmu pengetahuan dan kealian, dengan menggunakan sisiem dan
proses pembelajaran formal. Sistemn dan pembelajaran lormal divancang  secara
sistematik  dengan  kurkulum, mekanisme pembelajaran, fasilitas  pembelajara,
wakiu pembejalaran terjadwal, dan tempat pembelajaran vang disediakan secarn
memadai, Pendidikan formal menghasilan hasil pemebalajaran (oulconics) yang
memadai (kompeten) sesuai dengan bidang ilmu dan keahhannya, Data penelitian
yang memperlihatkan hanya 10% yang mendapatkan pemahaman pembentukan
peraturan desa melalul pendidikan sekolah dan/ataw pendidikan tinggi menunjukan
penguasann pengetahuan dan kemampuan {kompetens ) aparatur pemerintahan dess
dalam pembentukan peraturan desa sangal kurang,

Lrata penelitian di stas memperfihatkan 90% aparatur pemerintahan desa tidak
mendapalkan pengetahuan dan pemahaman mengenal pembentukan peraturan desa

melalui pendidikan sekelah danfatau perguruan tinggi. Jika dikatkan dengan sumber
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lainnya, aparatur pemerintahan  desa mendapatkan sumber pengetahuan  dan
pemahaman pengeenai pembentukan peraturan desa dari
pelatihankursushimbingan (26,66%), internst (40.00%), leman/atasan {46.66%),
dan pengalaman praktik (40,00%), Apabila data aparatur pemerintahan desa yang
mendapatkan pemahaman pembentukan peraturan desa dari sumber di luar sckolah
dan/atau perguruan tinggi dihitung reratanya, maka diperoleh rerata 38,33%. Imi
berarti aparatur pemerintahan  dess vang hdak memperoleh  pemahaman
pengetahuan dari sumber sckolah danfatau perguruan tinggi serta tidak dar] sumber-
sumber lainnya (di luar sekolah dan‘atau perguruan tinggi) ﬂehtsa.d' 61,67%. Ini
berarti masih sebagian besar aparatur pemerintahan desa di Kabupaten [ndrmayu
tidak memperoleh pemahaman pengetahuan dar sekolah dan/atau perguruan tingg
atau sumber-sumber lainnya di atas. Dengan kata lain, sebapian besar aparatur
pemeruntzhan desa di Kabupaten Indramayu belum pernah belajar mencari atau
pemberoleh pengetahuan dan keahlian tentang pembentukan peraturan desa.

Apabila dibantungkan data di tiga kecamatan di atas, mengenal upaya aparatur
pemerintahan desa memperoleh pemahaman tentang pembentukan peraturan desa di
luar sumber sekolah dan/atau perguruan tinggi, terdapat vanasi berheda vang
dilakukan oleh aparatur pemerimahan desa. [ Kecamatan Lelea  aparatur
pemerntahan desa lebih dominan mencan pemahaman mengenal pembentukan
peratiran desa melalui mtermet (60.00%) dan prakik membuat peraturan desa
(66.00%). Di Kecamatan Gabuswetan aparatur pemerintahan desa lebih dominan
mencari pemahaman mengenai pembentukan peraturan desa melalui teman/atasan

{36,00%) dan prakiik pembentukan peraturan desa (70,00%). 121 Kecamatan Gantar
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aparatur  pemerintahan  desa  lebih  dominan mencari pemahaman mengenm
pernkﬂ:nlulmn peraturan desa melalui kursus/pelatihan'bimbingan (BO00%%) dan
teemyan atasanm {66, 00 % ).

Dominasi sumber pementahan desa di Kecamatan Gantar dipengaruhi oleh
Kecamatan Gantar vang pernah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknes
Pembentukan Persturan Desa bagi seluruh aparatur pemerintahan desunya pada
tangga 19-20 Mei 2018, sehingga teman/stau atasan yang pernah mengikun
kegiatan bimbingan tckbis terdschut menjadi sumber belajar aparatur pemerintah
desa. Aparatur pemerintaban desa di Kecamatan Lelea dan :;i Kecamatan
Crabuswetan belum pernah mendapatkan bimbingan teknis’kursus/pelatihan tenang
pembentukan peraturan desa. Akibatnya aparatur pemerintahan desa lebih berupaya
memperoleh pengetahuan tentang pembentukan peraturan desa melalai internet dan
pengalaman prakink membeniuk peraturan desa,

Dilihat dari data kemampuan (kompetensiy aparatur pemerintah pemerintahan
desa, sebagaimana divraikan pada tabel 6 di atas, wmpak masih terdapat aparatur
pemerintahan desa vang sangat tidek mampu memahami peraturan perundang-
undangan, formal/sistematike peraturan desa dan persturan kepala desa, cara
merumuskan norma peraturan desa dan peraturan kepala desa. dasar hukum
peraturan desa dan peraturan kepala desa, serta perbedaan antara peraturan desa dan
peraturan kepala desa. i sisi lain terdapar sangat sedikit aparatur pemerintahian
desa vang sangat memahami peraturan perundang-undangan, cara merumuskan
norma peraturan desa dan peraturan kepala desa, dan dasar hukum peraturan desa

dan peraturan kepala desa.
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Data di atas juga masih cukuk banyak aparatur pemerintahan desa vang tidak
memiliki  kemampuan membentuk  poeraturan desa, meskipun sudah  banyak
aparatur pemerintahan desa yang memiliki kemampuan membentuk peraturan desa.
Apahila data tabel 6 dihiung reratanya, maka rate-rata tingkat kemampuan
(kompetensi) aparotur  pemerintaban desa dalam membentuk poeraturan  desa
tampak seperti tabel 7 di bawah im.

Tabel 7: Rerata Tingkat Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa dalam
Membentuk Peraturan Desa

RERATA | RERATA | RERATA | RERATA | RERATA |
KOMMPETEMNSI
(1) 12} 3} ] 3]
Membentuk Peraturan Dasa 467% | 36,00% | 37,34% 'Eﬂ.ﬂ'ﬂ‘}i’r| 1,99% |

[ata rerats di atas memperlibatkan tingkat kompeternsi aparatur pemerintahan desa
dalam membentuk peraturan desa yaitu 4.67% aparatur pemerinizhan desa sangat
tidak memiliki  kompetensi  membeniuk peraturan desa, 30005 aparatur
pemerintahan desa tidak memiliki kompetensi membentuk peraturan desa, 37,34%
aparatur pemerintahan desa cukup memiliki kompetensi membentuk peraturan desa.
20,00% aparstur pemerintaban desa memiliki kompetensi membentuk  peraturan
desa, dan hanva 1.99% aparatur pemerintahan desa yang sangut memilikie kompetensi
membentuk peraturan desa. Apabila diperhitimpghan secara garis besar [m:miliki
kompetensi dan tidak memiliki kompetensi, maka secara garis besar sebagian besar

(59.33%) aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu memiliki kompetensi
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membentuk peraturan desa, dan schagian kecil (40.67%) aparatur pemerintahan desa

di Kabuoeten Indramayu tidak memilike kompetensi membentuk peraturan desa.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pemerintahan desan di Kaboopeten Indramayu mempunvai wewenang dan
tanggung jawab membentuk permturan desa. Peraturan desa adalah peraturan yang
dibeniuk oleh Kepala Desa (di Kabupaten Indramayvu disebut “kKuwu™) bersama-
sama Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa bersama perangkat desa (di
Kabupoaten Indramayu peranghkat desa disebut “pamong desa™) merupakan unsur
pemerintah desa sedangkan Badan Permusyvawaratan Desa merupakan lembaga
perwakilan masvarakat atau rakyat desa. kepala desa beserts perangkat desa dan
Hadan Permusyawaratan Desa adalah aparatur pemerintahan desa.

Kepala desa beserta perangkat desa perlu memiliki kompetensi membentuk
peraturan  desa, Demikian juga Badan Permusvawaratan desa perlu memiliki
kompetensi membentuk peraturan desa. Kedua belah pihak memiliki wewenang
membentuk peraturan desa, mulat dan menyusun perencanpan pembuatan peraturan
desw, perancangan peraturgn desa, pembahan bersama rancangan peraturan desa,
persetujuan bersama rancangan peraturan desa, pengesahan/penetapan rancangan
peraturan  desa menjadi  peraturan  desa, pengundangan  peraturan  desa, dan
penyebarluasan peraturan desa. Karena ilu kedua belah pihak perlu memilik
kompetensi membentuk peraturan deso.

Berdasar data penefitian dan analisis hasil data penelitian dapat diambil

kesimpulan bahwa:
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Sangal  sedikit aparatur  pemerintahan  desa  yang mendapatkan  sumber
kompetensi pembentukan peraturan desa dan pendidikan sekolah atag perguruan
tinggi. Sebagian besar sumber kompetensi aparatur pemernintaban desa diberoleh
darl internet dan penghalaman proktik membentuk peraturan desa. Aparatug
pemerintahan desa melhat dan meniru contoh-contoh peraturan desa di intemnet,
belajar secara outodidak melalui internat dan praktik pembuatan peraturan desa,
serta mengikuti kebiagsaan-kebiasaan pratik pembentukan peraturan desa.

Secara umum atau garis besat, _‘.Ebﬂ-g'lﬂ.l'l besar aparatur pemarintafan desa
mamiliki kompetensi membantuk peraturan  desa. Secara gradasi. tngkat
kemampuannya adalah sebagian besar pada tingkat cukup kompeten, sebagian
sedang berada pada tingkat kompeten, dan sebagian kecil berada pada tingkat

sangal kompeten.

B, Saran

lerhadap kesimpulan hasil penelitian di atas peneliti mengajukan saran-saran

schagai berikul:

Meskipun aparatur pemerintalian desa telah mempunya pengetahusn tenlang
peraturan  perundang-undangan dan  pembentukan  peraturan  desa.  pamun
pengetahuan terscbut sebagiun besar diperoleh melalul upaya outodidak, Hal ini
menyebabkan aparatur pemerintahan desatidak memiliki dasar pengetahidan yang
kuat secary teoretis dan secara vuridis normatif, Karcna iw, sebaiknyva aparatur
pemerintahan desa diberikan bekal teoretis dan yundis normatif tentang

pembentukan peraturan desa. Pembekalan ini dapat dilakukan antara lain dengan
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penyusilan, bimbingan teknis, dan‘atau pendampingan pembentukan peraturan
desa oleh para ahli peraturan perundang-undangan.

Aparatur pemerintahan desa vang telah memiliki kompetensi membentok
peraturan desa baru sebavak 39,67%, sedangkan sisanyva masih belum memiliki
kompetensi membentuk  peraturan  desa, Rondisi im kurang  mendukung
pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa, karena masih terkendala
olch hampir scparuh  aparatur pemenntaban desa yang belum  memiliki
kemarapuan  membuat  peraturan  desa. Karena  itu,  sebaikoya . aparatur
pemerintahan desa mengirimkan semun aparaturnya untuk meng}b'.ull pelatihan
atau bimbingan teknis pembentukan peraturan desa. Kondisi i sebaiknya
dimanfaatkan oleh Fakultas Hukum agar dosep-dosen vang ahli  peraturan
perundang-undangan  melakukan  pelatihan dan pembimbingan teknis
pembentukan peraturan desa.

Pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa hanya sebagian kecil
diperoleh melalui sekolah atau perguruan tinggl, dan sebagian besar diperoleh
melalui belajar outodidak. Kemampuan seperti i belum  mencermmnkan
kemampuan berdasarkan kchenaran menurut teon dan peraturan perundang-
undangan, Karena ity sebaiknya dapat dilakukan penelitian untuk mengetahui
kompetensi vang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa dengan kebenaran

peraturan desa yang dibentuknya,
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Perjanjinn ini berakhir setelah parm pibok memenulis seonan kewajiban vang ditentukan Syt (1) dam (3,

Pasal &

FIHAK PERTAMA berhuk mempublikasikan ringkasan laporan penelitinn vang dibual FIHAK KEDUA ke
dalam salal satu jurnal imial yvang terbit di Tingkungan Universitas Tarumanagani,

Hak cipta dan honorarium atas pemoitan ringkasan laposan penelinan sebagaimana dimaksud Avar (1]
dimifikioleh FIHAK KEDLUA.

FIHAK EKEDUA Berkewajibin membust Poster penelitian ving sudalisedang dilakeanakon, unjuk
dipareerkan peda saat kegiatan Besearch Week 1abun teskait

Penarandaan dan publikasi dolam beniok apapon edas hasil peoclitian hanva dega dilikukan oleh PIHAK
KEDUA setelah mendapat perseiujuan sertulis dari PIHAK PERTAMA.

g Bukth publigasi imiah di Jurnal Internasional terindeks Scopus {minimal Q41 Jurnal terakreditasi
nasional [setara peringkat dua)l dalam jangka wakiu maksimal 3 tahun sajak penafitian diselosaikan;

b.  Bukti publikasi iimiah sabagaimana tertera pada point 1 dapal Berupa: sural permyataan bakwea
publikasi iimiah hasil penelitian tengah dalam proses revicw [geder ceview), atau sural pecnyalaan bahwa
publikas dmiah hasil penelitian telah dinyatakan [MTERIMA dan akan diterbitkan dalam jurnal pada
walumi

c. Jangka wektu sebagaimana disebutkan dalam butir {a} terhitung sejak lporan akhls penelitian
diterima oleh pihak pertama sewsal dengan tangeal SPE

d.  Bukti BUKL AJAR beriSEM dalam jangks waktu 1 tahun fechijung sejak laporan-akhin penelitian
diterirea oleh pihak pertama seswai dengan tanggal SPE

e, Bukti-buktl tersebut pada butir 3 —d dagat merupakan uga bukti yang berassl dani luaran penelitian
hibah ristekdikti jixa penelitian Ini merupakan penelitisn pendukung wntuk penelitian hitah ristekdixo,

Fagal 7

FIHAK KEDUA sclain bennngoung jawab pizs penvelesaizn penclitnn vang ditugaskon kepadonyn, jugs
bertangpung jawab alas biava vane telab diterimarya dars PIHAK PERTAMA,

Apabiln PIHAK KEDUA korena sesuntu hal terpokisa haris menyerahkan tanggung fwab Bepadis pibik
kain, makis penverihim tersebut harus sepenizelahuan dan pessetujuan testulis dard PIHAK PERTAMA

Pasal &

PIHAK. PERTAMA berhak menegir PIHAKR KEDUA secarn terimlis seomp seat, apabila dipandang PIHAK
REDUA telak melangzar a0 perjanjisns b,

i1

41

Fasal @

PIHAK KEBUA dapot meming kepada TIHAE PERTAMA uniuk  memperpanng  batas  wakly
penyelesaian penelitian lebil davipads yang ditentukan Pasal 1 dengzan menyertad slusan-slaspnnys

PIHAK PEETAMA berwenang untuk menokak perminiosn PIHAK KEGUA sebagaimans dinyatakm Ay
(1x

Perpanjangan biins wikiv sehagaimana dinvatakan Pasal il fsnva dapat diberikan salu kali.

Fasal 10

PIHAK KEDUA wajib mengembativan biayvs vong felah diterimanya kepada PIHAK PERETAMA, apabils
PIHAK KEDU A menghentikan szcara sepiiak pelaksanaan penelitian

Prasal 11

(17 Apabila penvelesaian tegas penclifian sebagainiana dimaksud Pasal 5 tidak dilakokan jepat pada wakiy

yang telh diteninkan dalom Pasal 2 perjanian ini, maka PIHAK KEDUA didenda sebesar 1 (sata} persen
iniuk setiap har kelambatan dengan pimlal senappl-tingginyg sebesar sisa angoaran yang belum
diterumanya dandovss dikenakan sanks adminiszratil



@) UNTAR

Universitas Tarumanagara

PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: 1230-Int-DERPPEAMUNTARXIIONE

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 Novernber than 200 § vang berfanda tangan di bawah ini

I, Wama o JapTji Beng., PhiD,
Kedudukan - : Dircktur Peaeiition dan Pengabidinn kepada Masyaraka
Selanfirmya disebul PIHAK PERTAMA;

2 Hama Rasii, 5.H., M.H
Kedidukan - MPepeliti Utama

haik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disehut PIHAK KEDUA, dengan ini sepakal uniuk mengadakan

perjanjian pelaksanaan penelitian sehubungan dengan telah dizetujuinys usulan penelitisn FIHAK KEDUA
dengan judul:

-

“Kompetensi Aparatur Pemerintaban Desa dalam Pembuatan Peratoran Desa di Kibupaten
Indrammyu™

Pasal 1

PIHAK PERTAMA untuk dan akes nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepads Masyarakur Universitas
Tanamasnagara, hertindak selaka pemberi ugns kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian dengin
kualifikasi: Penelitinn Pemula Lanjutan

Fusal 2

PIHAK KEDUA menyatikan sangpop menyelesaikan tugas penelitian aehingimana tereantum dalim e fn
penitian vang welah diselujui olell PIHAK PERTAMA, selumbal-lambamya okhit Febuari 20019

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menvediokan binva pelaksinaan penelitian bogi PFIHAK KEDL A sahesar Bp 30.000.000.-
(1iga pulub juta rupiah] seperti tereantun dalam rencana din rekipitulssi pengiunaan biays.

PPasal d

(1) Pengpunaan bizvn penelition veng diterima dasi PIHAK PERTAMA adalahl menjadi wewenongs PiHAK
REDUA denpan catatian:
. tidak melampan batas biaya fiap pos angearn vang telah ditetaphn.
b, peralaian/inventaris vang dibeli dengan anggaman biava penclitian inl menjady milik Direkions,

(2] Daftarfmventaris sebagamana erscbut pada Avat (1) Hiraf (b) selambat-lambataya 1 (satu} bulan setelah
penelitian sclesai, telah dapat diterima okeh PIHAK PERTAMA

Pazal 5
i1 Bimya penelition diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KELLLA dalam 2 {dun) fahipan

a. tahap pertama sebesar 30 {lima puluh) persen dari keseluruhan baya proyek penehitian dilakukan seger
sefelah paskah pergin)ian proyek |'|q:n|.'|||.iiul v bersangkutan I'|I':iJ|r5l.!'-i1lil-I'I|:,'i'l-l‘|-i

b. mhap kedwso sehesar 8 (lma polub) persen dilskukan sepera setelah laporan penelifion selesu
diseminarkan serta menyerabikan  laporan aklile provek pepelition  sebanyak 5 [ lima) eksemplar hard
copy

A Lejen S Parrman Moo 1L dakarta 11844
P D2 -S40 7T [haanting)

' 021-56538TI0, SHE44TE waiiritiiac



(2) Sanksi administratif sehagaimana dinyatakan Avat (1) diberikan oleh Rektor sias rekomendesi Direktoras
Penetitian dan Pengabdian kepada Masyarakar,

Pasal 12

Biaya penelitian yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA schagai akibat kesepakatan dalom pesjanjinn ini
dibcbankan kepadia anggaran Universitas Tammanagara,

Pasal 13

Resume dan laporan basil penelitian dibuar PIHAK KEDUA datam 8 {lima) rangkap desampoikan kepads
PIHAK PERTAMA.

Pasal 14
(1} Apabila terjodi perselisihan menvangkot pelaksanaan pecjanjion mi, kedon belah pilak sepzkal untuk

menyvelesaikannya secarh masvawaah.

{2} Apabils penyelesaian sebagaimana dinyatakan dalam Ayat (1) tidak tercapnd, keputasan diserahkan kepada
Pimpinan Universitas.

{3 Keputusan sehagnimana dimaksud dalam pasal ind bersifat final. I

¥

Pasal 15

Perjanjion ini berloku sejak ditandatongani oleh kedea belah pihak dan dibont mngkop 3 (tiga)
FIHAK PERTAMA PEHAK KELLA

e

1 Xap Tji Beng, PhiY) (Maafi, 5., B



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Letjend. S. Parman No. 08 Telp/Fax. (0234) 272540
INDRAMAYU

SURAT REKOMENDAST
Nomor @ O0TO/210/Bekomlit SEREM
Yang bertanda tangan dibawsh imdi:
fepala Kantor Besatusn Bangsa dan Politbtlk Eabupatan IRGE3mayil.

Bercdazarkan Surat darl : Universitas Tarumacagara (UHTAR) Homoe
STE-Eks-DIR-FPERM/Untar,/Iv /2018 Tanggal
1% April 2018 Farihal PEiPmanaRsR
Penalitian,

Memborikan Bekopendasi Hepads:

ja | Nama . 1o Ragji. S.H. ML
b | Mo NP ‘Emuil : DRTTISZ55683 fasjidifhountarasid 0 |
© | Tempat / Tgl ahir : [ Indramayu, 19 April 1964 -
(4| Againn | lslam -
¢ | Pekerjaan _ ;| Karyawan Swista
[ | Alunat "< [ L Yudistira Bok. B.4 Ne. 11 Re03
EW 07 Eel Tezal Alur Kec Raliderss Jakarsa
_{ | Burmt
2 | Pesena N e B — |
I Maksul | ¢ | Permohonan Penelitian
i | Judul E Kompetena Aparatur Pemerimtahan Desa Dalam
|| Membentuk Permturam Diesa di Kabupaten
|| Indramayvu
i |ukasi . » | Kahgpaten Indrmmayy - _
k | Lokast/lenyhagd inslanst + | Aparater Pemerintahan Dhesa di:
wang ditfu l. Kecamamatan Lelea

1 Kecamatan Cioboawetin
3. Recamatan Gantar

cehubungan dengan maksud tersebot.diharaspksn agar plhak  yang
rarkalt dapst memberikan bantwan/fasilitas yang dipsrlukan.,

setelah selosai melaksanakan kegiatan ponelitian/risat/Survel/REM
ggar menyershkan lsporan secard tertolis kepeds Hantor keeatodn
Rang=a dan Policllk Eabupaten Indramiayie.

Danlklan surat rekomandasi il dibuat untuk diperqunaka
sebagaimana mastinya, dan Berlaku dari Tanggal 2% Rpril 2018
aampai dengan Tanggal 23 Jull 2018.

Indramayissd April 2018
: v b &N BANGSA DAN POLITIE
f | THDRAMAYL

"thgkat I
148603 1 004

Tombozan disampaikan ¥tihi

Hriraz+q Ve grmadirin T OaFggre= | T odueewisr §oé



KUESIONER PENELITIAN

Judul Penelitian: KOMPETENSI APARTUR DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Mama Penelitl : H. Rasji, 5.H., M.H.
Status Peneliti : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Nama respondan g R A B B I A R
Jenis kelamin d it e st A e a1 5 L LA L RLLLLE R T R R FPRE TR
Pendidikan terakhit & s === =
JRUARAM HE PEITIABE & icioiirmcss sasemtios cinsrraas seasos s b s s o5 4 ASE4 ELA LA RE FA I AIA I 2 RT3 o
Mama Desa TP ETRR T — (RN (- 1 1 T | - T TS OSSER TS, =
PERTAMYAARM;
Pilih: Ya atau Tidak .
1. Pernah belajar peraturan perundang-undangan di Sekolah atau Perguruan TlHEE.I ¥a | Tidak
2, Pernah belajar peraturan perundang-undangan di kursmfpebatlhan.-"tumhmp:an ¥a | Tidak
| 3. Pernah belajar peratutan peraturan perundang-undangan dari internat ¥a | Tidak
4. Pernah belajar peraturan perundang-undangan dari ternan/atasan ¥a | Tidak
5. “Pernah membuat peraturan desa atau peraturan Icepala dasa ¥a | Tidak |

pilih: 1. Sangat tidak paham; 2. Tidak Paham; 3. Cukup Paham; 4. Paham; atau 5. Sangat Paham

1. Mengernai jenis peraiuran peraturan prrundﬂng—undangan 112[3]a ' L

2. Mengenai peraturan desa dan peraturan Ee—pala desa 11213415

3. Mengenai siapa yang membust peraturan desa d dan peraturan kepaladesa |12 13145

4, Meangenal prmﬂdur pemhua:an peratutan desa | |:|.an peraturan kepala desa 1|2[3lals

5. hengenai isi yang harl.rs diatur peraturan dgesa dan peraturan kepala desa 1(2(3la][s

6. Mengenai format cistamatika peraturan desa dan peraturan kepaladesa |1 2314 |5

7. Mengenai cara merumuskan ketentuan / pasal peraturan desa dan 1|2|3|4|5
peraturan kepala desa

8. Mengenal Dasar hukum pembuatan peﬁturan desa dan perarﬁr.'.lnln kepala 1121345
desa

i-_iﬁan_g;;l; 'ﬁcrhedﬂnn peraturan desa dengan peraturan kepala desa dan (1|2 |2]as
peEraturan kepala desa

10 Mengenai pr.ai;tlk pembuatan peraturan desa dan peraturan HEpah desa 1 (2 (345 |
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